FTN 7420 EROVINS] GORONTALD TAHUN 2018

6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
Dalam era keterbukaan pasar global, menuntut pasar tenaga kerja yang berfungsi
sempurna dan tenaga kerja yang memiliki berbagai keahlian serta siap untuk bekerja
dalam bentuk kontrak maupun part time, hal Ini merupakan peluang dalam
meningkatkan daya saing. Mengantisipasi hal tersebut diperlukan penyiapan dan
langkah-tangkah étrategls dalam memfasilitasi calon pekerja untuk merespon
kebutuhan yang tersedia. Hal yang penting untuk dilakukan adalah meningkatkan
keahlian pekerja. Program /ink and match harus sudah berjalan baik, sehingga institusi
pendidikan/pelatihan dan Industri dapat merekrut tenaga kerja siap pakai dengan
tingkat keterampllan yang sudah memadal. Lembaga pelatihan harus mampu berpéran
sebagai jembatan (bridging) diantara institusi pendidikan dan pelatihan industri.
Kecenderungan yang semula berorientasi supply driven dan belum mengakomodasi
kebutuhan sektor Industri, akan berubah menjadi demand driven. Xompetensi tenaga
kerja pada industri harus sesual dengan standar kompetensi dan kualifikasi yang
dibutuhkan '
Sasaran : meningkatnya kualitas dan ketrampilan pekerja
Strategi : Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
Kebijakan :
1. Pengembangan progtam pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu
kepada standar yang dikembangkan industri.
2, Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang

harmonis
Tabel 4.10
Sasaran Ketenagakefjaan
Uralan Baseline Sasaran Rata - Rata
, 2016 2018 Pertumbuhan/tahun

Persentase Angka 2,76
Pengangguran Terbuka
Tingkat Partisipasi 67,89
Angkatan Kerja
Meningkatnya jumlah 39,69
Pekerja Formal
Meningkatnya jumlah 60,31
Pekerja informal , _
Jumiah Tenaga Kerja yang | 350 orang 240 orang
mendapatkan Fasilitasi _—
penempatan dan yang dilatih,
pemberdayaan tenaga 300 orang
kerja magang

7. Peningkatan Investasi
Investasi adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan
ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, Secara lebih spesifik, investasi atau penanaman modal
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membutuhkan Iklim usaha yang sehat, kemudahan serta keéjelasan prosedur. Investasi
akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut.
Pembentukan daya tarlk investas!, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke
waktu dan dipengaruhl oleh banyak aspek. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan,
sosial dan budaya, diyakinl merupakan beberapa faktor kunci pembentuk daya tarik
investasi suatu negara atau daerah. Keberhasilan untuk meningkatkan daya tariknya
terhadap Investasi salah satunya tergantung dari komitmen dan kemampuan dagérah
dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara konsisten kebijakan yang
berkaitan dengan investas! dan dunia usaha. Gorontalo cukup punya potensi yang bisa
jadi andalan dan dapat ditawarkan pada kalangan pelaku dunia usaha dari sisi sumber

daya alamnya.

Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan investasi di daerah dan membaiknya
proses perizinan Investasi

Strategi : Perbaikan Iklim Investasi dan Ikiim Usaha dan Peningkatan Fasilitasi
Investasl

Kebijakan :

1. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian,
dan transparansi proses perljinan bagi investor dan pengusaha.

2. Pengembangan penyelenggaraan PTSP.

3. Promosi Investasi di daerah, melalui ketersediaan data dan informasi potensi
sumberdaya alam yang up to date.

Tabel 4.11
Sasaran Peningkatan Investasi

Uraian Baseline 2016 | Sasaran 2018 Keteranagan
Peningkatan Jumlah 50 41 Rata - Rata 12
Investor berskala nasional ‘ Perusahaan setiap
(PMA / PMDN) Tahun
Peningkatan Jumlah nilai | 4.145 Trilyun 6.358 Trilyun | Rata - rata
investasi (Rupiah) pertumbuhan 17 %

setiap tahun

8. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sasaran : Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan
penerapan iptek yang mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan
sumber daya alam.

Strategi : Mendorong Peningkatan inovasi dan teknologi

Kebijakan :

1. Meningkatkan hasil - hasll riset pada bidang - bidang yang menjadi keunggulan

daerah, sepertl pertanian dan pangan, energi baru dan terbarukan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek dan mengupayakan penyediaan

sarana prasarana iptek.
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4.3.2. Tata Kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Birokrasi dan tatakelola pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting untuk

mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan di
berbagai bidang. Pengalaman berbagal negara menunjukkan bahwa birokrasi dengan
tatakelola yang baik dan berkualitas memiliki korelasi yang signifikan bagi keberhasilan
pembangunan. Meskipun berbagal keberhasilan telah dicapai, ditinjau dari perkembangan

lingkungan strategis balk domestik, internasional, dan kebutuhan pembangunan, kualitas

birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Gorontalo

khususnya masih memeriukan perbaikan.

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien; serta
meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.12
Sasaran Peningkatan Tata kelola Pemerintahan dan RB
No Indikator Baseline Sasaran
. (2016) (2018)

a. | Opini Pengelolaan Keuangan Daerah WTP WTP
b. | Tingkat maturitas SPIP Level 2
¢. | Tingkat kualitas pelayanan public Zona merah Baik
d. | Instansi Pemerintah yang Akuntabel cc B

(Evaluasi LKIP)
e. | Indeks Reformasi Birokrasi Minimal Baik Minimal Baik
f. | Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Peringkat 10 Peringkat 10

Pemerintahan Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan:

1. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi strategi yang akan
ditempuh antara lain: pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan
(Grand Design dan Road Map) yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi
pelaksanaan RB pada seluruh instansi.

Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,
kompetitif. melalui pengendalian jumiah dan distribusi pegawai; penerapan
sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit
dan ICT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem
promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem
manajemen kinerja pegawal.

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain: penguatan kerangka
kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan
swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasi; penerapan
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teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi
pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan
perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan
penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik,
yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk
pengawasan oleh masyarakat. '

4. Penerapan e-government untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan yang eflsien, efektif, transparan, dan terintegrasi.
Pengembangan e-government ditempuh melalui, antara lain: penguatan kebijakan
e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang
terintegrasi; peningkatan kapasitas kelembagaan dan dan kompetensi SDM.

5. Peningkatan Kapasitas manajemen kinerja pembangunan
Melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender; penguatan pengendallan kinerja pembangunan daerah yang
meliputi pemantauan, evaluasl, dan pengawasan yang efektif dan
terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi
terhadap kinerja pembangunan; peningkatan kapasitas pemerintah dalam
penyelenggaraan otonomi daerah; peningkatan kualitas tata kelola
keuangan daerah; dan peningkatan kualitas regulasi daerah.

6. Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta
meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah
Melalui Pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperhatikan nilai-nilal lokal,
meningkatkan kerukunan beragama serta memperhatikan kesetaraan etnis serta
keterwakilan dan partisipasi; Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai
nilai-nilai Pancasila; Penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi
dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; Penguatan kelembagaan
pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; Penguatan koordinasi
pelaksanaan komitmen kebangsaan; dan menjaga ketertiban dan keamanan
daerah.

7. Membangun Kemitraan dan kerjasama
Dengan meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan
pemerintah daerah lainnya; Membangun hubungan kemitraan untuk pembangunan
daerah dengan lembaga-lembaga nasional maupun international.

4.3.3 Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan kesejahteraan rakyat dimanifestasikan dalam bentuk, peningkatan kualitas
SDM, penurunan kemiskinan dan peningkatan kebahagiaan. Meningkatnya kualitas SDM
tercermin dari makin tingginya tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk,
yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Gorontalo terus
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mengalami peningkatan dari 64,70 pada tahun 2013 menjadi 65,17 pada tahun 2014, IPM
tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas selama
6,97 tahun dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 99,71
persen. Sementara itu, usia harapan hidup saat lahir mencapai 68,24 tahun dan produk
domestik bruto (PDB) per kaplta sebesar Rp. 25,1 juta. Persentase penduduk miskin
sebesar 17,63 persen di tahun 2016. ‘

1. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan derajat
kesehatan penduduk, sehingga terwujud SDM berkualitas dan produktif,

Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat

Tabel 4.13
Sasaran Peningkatan Derajat kesehatan dan Gizi masyarakat

No. Indikator Baseline 2016 | Sasaran 2018

I Meningkatnya Derajat Kesshatan Ibu dan Anak
Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 301,7
kelahiran i
Menurunnya Angka Kematfan Bayl per 1.000 15,0 13
kelahiran hidup

I Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi 22,25 18
(underweighf) pada anak balita (persen)

Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan 33 28,8
sangat pendek) anak baduta (persen)

111 Meningkatnya Pengendallan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Menurunnya prevalensi Tuberkulosis (Tb) per 249 247
100.000 penduduk
Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi 29 (riskesdas 23,8
(persen) 2013)

Menurunnya kasus penyakit yang dapat dicegah 20% 30%
dengan imunisasl {PD31)
Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas 66% 80%
yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa
Persentase penurunan laju pertumbuhan 15,4% 15,4%
prevalensi kegemukan dan obesitas pada
penduduk usia 18+ tahun (persen) :
Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa 0,46 <0,05
{persen)
Persentase penurunan prevalensi merokok pada < 40,4% (laki 75,2 40%
18 tahun dan wanita 5,5)

, (riskesdas 2013)

v Meningkatnya Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Jumlah Kecamatan yang memiliki 9 42
minimal 1 puskesmas yang terakreditasi
meningkatnya akses pelayanan kesehatan 1 3
rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
meningkatnya pemerataan, mutu pelayanan 58,66 75
penunjang medik, sarana prasarana dan peralatan
kesehatan RS dan Labkesda

v Meningkatnya Perlindungan Finansial
Meningkatnya persentase penduduk yang menjad_i 219.249 209.000
peserta jaminan kesehatan melalul SJSN bidang
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kesehatan (Jamkesta dan JKN) | !

VI

Meningkatnya Ketersedlaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Persentase Kabupaten/koté vang 80% 2 24
Puskesmasnya memiliki 5 jenls tenaga kesehatan

Jumlah RS Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki 1 3
4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis
penunjang

Strategi : Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi

pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif
dasar.

Kebijakan :

I.

Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Keluarga, terutama Ibu, Anak,
Remaja, dan Lanjut Usla yang Berkualitas serta Pelayanan Gizi
Masyarakat melalul; Peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan
ibu dan anak yang meliputl kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan terlatih di fasliitas kesehatan; Peningkatan cakupan imunisasi
tepat waktu pada bay! dan ballta terutama di kabupaten Bone Bolango, Kabupaten
Gorontalo dan Kabupaten Boalemo yang angka kematian ibu cukup tinggi; serta
Peningkatan peran upays kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan
pelayanan terintegrast lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan
lansia.

Pelayanan Gizi Masyarakat melalui Peningkatan surveilans  gizi termasuk
pemantauan pertumbuhan; Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan
gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan (ibu hamil hingga
anak usia 2 tahun); Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan,
gizi, sanitasi, Aygiene, dan pengasuhan; Peningkatan peran masyarakat dalam
perbaikan glzi termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (Posyandu
dan Pos PAUD); Penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan
spesifik dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.

Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat melalui: (i) Peningkatan advokasi kebijakan pembangunan
berwawasan kesehatan termasuk mendorong pengalokasian dana desa 10 persen
untuk kesehatan; (ii) Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah
dengan swasta, dan masyarakat.

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan,
kesehatan kerja dan olahraga, melalui Peningkatan pelaksanaan STBM di
kabupaten/Kota; Peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan Peningkatan
kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan
perilaku hygiene; Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja.
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4, Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
Penyakit Tldak Menular dan Kesehatan Jiwa, melalui Peningkatan surveilans
epidemiologl faktor resiko dan penyakit; Peningkatan upaya preventif dan promotif
yang berkualltas dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan
Pelayanan kesehatan jiwa.

5. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SISN)
Bidang Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta),
melalui Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas pefayanannya

6. Meningkatan Akses dan mutu fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan
Rujukan yang Berkualitas melalui: Pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan dasar sesual standar mencakup puskesmas dan jaringannya;
Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan
dasar milik pemerintah dan swasta; Peningkatan pelayanan kesehatan promotif
dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dehgan dukungan bantuan
operasional kesehatan; Pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.
Pelayanan Kesehatan Rujukan melalu: Pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan Provinsi, rumah sakit PONEK,
rumah sakit pratama termasuk peningkatan rumah sakit di setiap kabupaten/kota.

7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan melalui: Peningkatan mutu teénaga kesehatan melalui
peningkatan kompetensi, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan;
Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis
dan dokter layanan primer; Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi
tenaga kesehatan; serta Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan
upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.

8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas
Farmasi dan Alat Kesehatan melalui: Peningkatan ketersediaan dan
keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik;

9. Meningkatkan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan

2. Kependudukan dan Keluarga Berencana
Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk mewujudkan
penduduk tumbuh seimbang, yaitu membangun sumber daya manusia yang
berkualitas dan dalam jangka panjang mencapai angka reproduksi neto (NRR) sama
dengan 1.
Sasaran : Menurunnya angka kelahiran per perempuan usia reproduktif
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Tabel 4.14
Sasaran Kependudukan dan Keluarga Berencana

No “Indikator Baseline 2016 | Sasaran 2018
1. | Menurunnya angka kelahiran ( Tota/ Fertility '
Rate[TFR) per perempuan usiad reproduktif 15-49
tahun

2. | Meningkatnya pemakalan kontrasepsi 44 46
(contraceptive prevalence rate/CPR) semua cara

Strategi : Meningkatkan akses dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi yang merata dan berkualitas
Kebijakan :

1. Peningkatan pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB,
dan peningkatan intensitas pelayanan KB statis dan pelayanan KB bergerak
(mobile) khusus daerah sulit terjangkau;

2. Penyediaan sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di
setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan;

3. Peningkatan pelayanan KB (MKIP dan Non MKIP) pasca persalinan, pasca
keguguran dan efek samping;

4, Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga
kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk
mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;

5. Peningkatan efektlvitas advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)KB; dan
Penguatan peran dan fungsi keluarga

3. Pendidikan
Salah satu hal penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas hidup manusia
adalah pembangunan pendidikan. Membangun pendidikan yang berkualitas
merupakan hal yang sangat penting untuk melahirkan SDM bermutu, yang menguasai
iimu pengetahuan dan teknologi.
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan

Tabel 4.15

Sasaran pembangunan Pendidikan
No Indikator T Baseline 2016 Sasaran 2018
1. | Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK 76,13 772
5. | Angka Partlsipasi Kasar SMA/ MA/ SMK/Paket C 93,54 93,7
3. | presentase APK SMA n/a K.z
4. | Presentase APM SMA _ o n/a 37,43
5. | Presentase APK SLB ' n/a 2,55
6. | Presentase APK SMK n/a 32,76
7. | Angka Partisipasi Sekolah ' ~ 7 77,2 77,80
8. | Angka Putus Sekolah ' 0,01 0,01
9. | Presentase Sekolah yang memiliki kondisi baik ‘ 93,30 93,65
10. | Angka Melek Huruf ' 99,81 " 99,86
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11. | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 9,00 '10,01

12, | Angka Kelulusan ' 100 100

13. | Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk 26,51 ' 26,7

usia sekolah , 5 _

14. | Rasio Guru terhadap Murld 1:15 1:16

Strategi : Memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh penduduk untuk memperoleh
pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, taraf pendidikan penduduk juga
perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan pendidikan menengah universal dan
peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, menjamin kualitas proses
pembelajaran dl  seluruh satuan pendidikan' yang didukung oleh
pemantapan penjaminan mutu dan penguatan sistem penilaian pendidikan
serta peningkatan mutu pendidik dan memperkuat tata kelola dan
peningkatan efislensi pembiayaan pendidikan agar seluruh sumberdaya
pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Kebijakan :

4-

1. Meningkatkan layanan pendidikan dasar berkualitas.

2. Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui:
Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan kecamatan- yang belum
memiliki satuan pendidikan menengah, dengan pembangunan USB dan
penambahan RKB; Penyedlaan Prodira bagi seluruh siswa.

3. Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi daerah dan memperluas akses
masyarakat miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

4, Peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk
pemantauan dan pengendallan mutu pendidikan.

5. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru.

6. Peningkatan kualitas pendidikan non-formal, khususnya kursus kursus-
keterampilan bagi angkatan kerja muda.

Pemuda dan Olahraga
Sasaran : Meningkatnya  partisipasi pemuda di  berbagai  bidang
pembangunan dan meningkatnya budaya dan prestasi olahraga
Strategi :
1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
2. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi

Kebijakan :
1. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonori,
budaya, dan agama
2. Peningkatan potensl pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan

kepemimpinan dalam pembangunan
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3. Pengembangan kebljakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan
penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan
berkelanjutan

4, Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk
mendukung pembinaan olahraga

5. Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan.

Tabel 4.16
Sasaran Pemuda dan Olahraga

No Indikator Baseline 2016 Sasaran 2018

1. Jumlah organisasl pemuda yang di bina T ' T 24

2. Jumlah medall tertimbang olahraga pelajar tingkat 12
nasional
Jumlah klub olahraga pelajar berprestasi 3

4, Presentase nomor cabang olahraga yang meraih 64
medali dalam kempetisi tingkat nasional , , ,

5. Jumlah Organisasl Olahraga 35

6. Jumliag atlet daerah yang dikirim ke event olahraga | 9
diluar negeri

5. Kebudayaan dan Keagamaan
Sasaran : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya daerah
dan meningkatnya kualitas pengelolaan warisan budaya serta
terciptanya kerukunan antar umat beragama )
Strategi : Peningkatan penyelenggaraan seni budaya daerah dan event keagamaan.
Kebijakan :
1. Peningkatan potensi nilal Informasi dan pi-omosi warisan hbudaya serta
pemanfaatannya.
2. Péndayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat.
3. Peningkatan fasilltasi terhadap kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap
fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan
langsung (hibah).

Tabel 4.17
Sasaran Pengembangan Budaya dan Agama
No Indikator Baseline 2016 Sasaran 2018
1. Jumlah pengakuan naslonal terhadap karya seni n/a 9
budaya gorontalo . -
2. Jumiah pengakuan nasional terhadap karya seni n/a 8
budaya gorontalo yang tersimpan di museum
3. Jumlah budaya tradisional gorontalo yang n/a 6
didokumentasikan dan tersimpan di Museum , _ o
4, Jumlah situs budaya daerah n/a 27
Jumlah Benda yang terintegrasi di Museum " nfa 324
6. Apresiasi senl budaya pada event regional, nasional n/a 52
dan intenasional
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6. Penanggulangan Kemiskinan
Perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat,
khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara
simultan, termasuk perkembangan perekonomian nasional dan giobal, perubahan
demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Hingga tahun 2016 persentase
angka kemiskinan di Gorontalo masih cukup tinggi, berada diangka 17,63 persen lebih
tinggi dari persentasi angka kemiskinan rata - rata nasional yang berada diangka

11,13 persen. Kondisi ini mengharuskan kerja keras dan upaya yang lebih sungguh -

sungguh dari semua pihak terutama pemerintah daerah untuk merumuskan program -

program penanggulangan kemiskinan yang lebih akurat dan tepat sasaran melalui 4

(empat) klaster, yaitu bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan usaha mikro-kecll, dan program-program prorakyat.

Sasaran : Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 12,0 - 14,0 persen di tahun 2022

Strategi dan arah Kebijakan

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, Yaitu untuk: (i)
peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang
disabilitas, dan/atau lansia; Parluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi
dengan SISN; Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui
peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP1S) dengan
layanan kesehatan; dan Penguatan institusi implementasi jaminan sosial, termasuk
pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

2. Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar, melalui Perluasan
penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket
pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan
infrastruktur dasar {perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum,
sanitasi, transportasi dan telekomunikasi) untuk masyarakat miskin dan rentan
termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat menmgkatkan
akses terhadap keglatan ekonomi produktif, Melalui Pemberian dukungan
bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk
menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan; Pengembangan usaha
sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan
produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam
proses produksl), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan;
meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada pembiayaan,
penerapan teknologl, pelatihan (keterampilan kewirausahaan, keterampilan
teknis), pendampingan dan peningkatan diversifikasl usaha (off-farm) dalam

rangka pengembangan ekonomi lokal.
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4.3.4 Pembangunan Wilayah dan Perdesaan
Pembangunan wilayah dilarahkan untuk percepatan pengembangan Kkawasan
strategis termasuk pengembangan daerah transmigrasi dan percepatan
pengembangan wilayah perdesaan.
Sasaran : Meningkatnya akses layanan pubiik dan ekonomi masyarakat di
kawasan strategls, daerah transmigrasi dan desa tertinggal

Tabel 4,18
Ssaran Pembangunan Perdesaan
No Pembangunan Baseline Sasaran
(2015) (2022)
a. | Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan 103 50
(desa tertinggal)
b. | Jumiah Daerah Transmigrasi yang
dikembangkan
Strategt : Menjamin pemeriuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan

mengembangkan perekonomian masyarakat yang didukung oleh
Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur
penunjang konektivitas antara kawasan  strategis, daerah
transmigrasi dan desa tertinggal.

Arah Kebijakan :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertingga! dalam rangka
meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan
keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen
usaha, akses permodalan, Inovasi, dan pemasaran;

2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta
antara Desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti:
peningkatan akses jalan, jembatan ke ke pusat pendidikan, kesehatan dan
sentra produksi pertanian dan perikanan;

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata
kelola kelembagaan pemerintah desa tertinggal, meliputi aspek peningkatan
aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan keuangan desa.

4, Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan
publik dasar di desa tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, transportasl, air minum, dan telekomunikasi

Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Pertanahan

Rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan landasan utama dalam

pembangunan wilayah provinsi, focus perhatian bidang tata ruang adalah untuk

mewujudkan keserasian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang,
sehingga kemudian rencana tata ruang dijadikan sebagai acuan kebijakan spaslal
lintas sektor. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan
kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang,
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kualitas rencana tata ruang, dan efektivitas penerapan serta penegakan hukum
dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Sementara Itu pengelolaan pertanahan secara nasional, demikian halnya di daerah

masih belum terarah dan masih ditandai oleh semakin meningkatnya kasus

pertanahan. Tingglnya angka kasus pertanahan tersebut menunjukkan belum
baiknya pengelolaan/administrasi pertanahan yang dilakukan dan belum kuatnya
kepastian hukum hak atas tanah. '

Dalam pengelolaan bidang pertanahan saat ini diidentifikasi beberapa isu strategis

pembangunan bidang pertanahan sebagai berikut: (i) Belum kuatnya jaminan

kepastian hukum hak masyarakat atas tanah; (i) Ketimpangan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta masih rendahnya

kesejahteraan masyarakat; '(Ill) Kinerja pelayaanan pertanahan yang belum

optimal; dan (iv) Belum terjaminnya ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum,

Sasaran ; Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian, Pemanfaatan,
Pengawasun dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah yang
Berkualitas dan menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan
dan kepentingan umum.

Strategi : Peningkatan rencana tata ruang wilayah yang berkualitas,
mendorong penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM Penataan
ruang dan menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan dan
kepentingan umum

Kebijakan :

1. Mengembangkan Rencana Tata Ruang yang Berkualitas, Tepat Waktu dan
Serasi antar dokumen Rencana melalui Penegakan Aturan Zonasi yang
didukung oleh kelembagaan yang kuat dan SDM yang handal.

2. Pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum.

4.3.5 Agenda Pembangunan Lingkungan Hidup, Konservasi hutan dan
Pengelolaan Bencana
Untuk menjaga kebersihan dan mencegah dampak Iimpah terhadap kualitas lingkungan
hidup, maka diperlukan pengelolaan pencemaran yang lebih intensif. Adanya berbagai
polusi udara dan air memerlukan pengendalian pencerharan yang lebih keras lagi, baik
pada tahap pemantauan, pengendalian pencemaran dan penegakan peraturan
lingkungan. Kompetisi penggunaan fahan juga telah mengakibatkan degradasi hutan yang
perlu diatasi bersama. Fungsi hutan sebagal penyerap pencemaran udara, sumber mata
air dan habitat keanekaragaman hayati perlu dilindungi dan dilestarikan dengan baik.
Selanjutnya, Gorontalo yang termasuk wilayah rentan bencana alam memerlukan langkah
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mitigasi dan penanganan kebencanaan yang dapat melindungi kehidupan dan kegiatan

sosial ekonomi masyarakat.

Untuk itu, diperlukan pembangunan dalam rangka: (i} menjaga kelestarian sumberdaya

alam;

(i) peningkatan kualitas lingkungan; (iii) penanggulangan bencana dan

pengurangan risiko bencana, dalam rangka menjaga kelangsungan pembangunan di

berbagai bidang dan kesejahteraan masyarakat.

1. Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Hutan

Sasaran : Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan yang 'estari dan
berkelanjutan

Strategi : Peningkatan daya '-dukung, daya tampung dan pemanfaatan SDA
berbasis lingkungan

Kebijakan :

1, Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yarg handal di seluruh areal

kawasan hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk
mendukung fungsi produksl, lindung dan konservasi.

Meningkatkan kapasitas pengeloia KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan
dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan.

Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk
masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merijadi sebesar 80,5 di tahun 2022.

Strategi : Pehingkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang mencerminkan

kondisi kualitas air, udara dan lahan.

Kebijakan :

1

Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan
penegakan hukum lingkungan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui, (i) pengendalian
pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (i) penurunan
beban pencemaran dari limbah domestik; (ili} peningkatan mutu dan kelas air; (iv)
pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Penyelamatan danau
Limboto (vi) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan
pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan
(viif) pemantauan kualitas udara ambien Peningkatan tutupan lahan/hutan,
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3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
Beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan daerah rawan bencana, kejadian
bencana selalu menimbulkan risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi, dan akan
menjadi ancaman serius bagl keberlanjutan pembangunan di masa mendatang,
apabila risiko bencana tersebut tidak dikelola.
Sasaran : Berkurangnya risiko dan kerugian ekonomi akibat bencana dan
Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Strategi Peningkatan daya dukung baik SDM maupun sarana prasarana
penanggulangan bencana serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam penanggulangan bencana.
Kebijakan :
1. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, keslapsiagaan, sistem peringatan dini
dalam menghadapl bencana;
2. Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat
tentang pengurangan risiko bencana;
3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana; |
4. Memperkuat koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana antara
pemerintah daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.4 Pengarusutamaan Pembangunan

Pengarusutamaan dalam pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka

mengoptimalkan capalan dari hasil pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik
Good Governance atau penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah
prasyarat tercapainya sasaran pembangunan, baik jangka pendek, menengah,
maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara
konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas,
efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.
Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah provinsi Gorontalo
terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di segala area
perubahan yang disasar, balk kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun
perubahan mindset dan culture set. Sampai dengan tahun 2015 telah disusun Road
Map Reformasi Birokrasl yang menjadi acuan pemerintah dan seluruh SKPD dalam
menjabarkan rencana aksinya. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan
birokrasl yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan
publik akan meningkat sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah,
nasional dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.
Untuk itu, penerapan kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik
diarahkan untuk (i) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi public; (ii)
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peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan
disegala bidang; (iii) peningkatan kapasitas birokrasi melalui peiaksanaan Reformasi
Birokrasi di daerah; dan (Iv) peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah (i)

meningkatnya keterbukaan Informasl dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan, (iii) meningkatnya

kapasitas birckrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.19

Indikator Pengarusutamaan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik

No | Sasaran Kebijakan Umum Kebijakan Indikator Target
Instansi/SKPD
1. | meningkatnya | Pembentukan Pusat | Pembentukan Pusat [ %  PPID  di| 100 %
keterbukaan | Pelayanan Pelayanan Informasi | tingkat Provinsi
informasi dan | Informasl dan  Dokumentasi
komunikasl dan  Dokumentasi | pada
public (PPID) dalam | setiap unit
rangka organisasi
Keterbukaan
Informas| Publlk
Publikasi % SKPD vang | 100%
perencanaan  dan | mempublikasikan
penganggaran ke | proses
dalam website | perencanaan &
masing-masing penganggaran
kpd masyarakat
2. | meningkatnya | Penciptaan  ruang | Pelaksanaan Forum | % SKPD vyang 100%
partisipasi partisipasi dan | Konsultasi  Publik | melaksanakan
masyarakat konsultasi public dalam pelaksanaan | forum konsultasi
dalam perumusan public dalam
perumusan kebijakan proses
kebijakan pembangunan perencanaan
pembangunan ,
Pengembangan SKPD yang | 100%
website yang | memiliki website
berinteraksi dgn | yang interaktif
masyarakat
3. | meningkatnya | Penyusunan Road | Penyusunan Road | Tersusunnya 100%
kapasitas Map Reformasi | Map reformasi | Road Map
birokrasi Birokrasl birokrasi di SKPD Reformasi
Birokrasi
SKPD/Instansi
Penataan Penyusunan SOP | % SOP yang | 100%
penyelenggaraan utama, khususnya | telah  tersusun
fungsl layanan | yang terkalt | sesuai  dengan
SKPD pelayanan kpd | proses bisnis
masyarakat SKPD/Unit kerja
Penerapan Sistem | Percepatan ‘ % SKPD vyang | 100%
Pengendalian penerapan SPIP } menerapkan
Internal disetiap SKPD SPIF )
Akuntabilitas Penyusunan laporan | Opini WTP 100%
pengelolaan keuangan yang
keuangan akuntabel dan sesuai
dengan ketentuan
Penggunaan  aplikasi | Opini WTP
Simda pada setlap
SKPD _
Pengembangan dan | Pengembangan dan Jumiah SKPD | 100%
penerapan e- | penerapan e-|yang
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Government Government | membangun dan
instansi | menerapkan e-
Government
dalam
penyelenggaraan
permerintahan
Penyelenggaraan Penyusunan LAKIP | Jumlah SKPD | 100%
system , yang berkualitas dengan Lakip
akuntabilitas kinerja yang
aparatur memperoleh nilai
B
4. | meningkatnya | Penerapan standar | Penyusunan  SOP | SKPD/Unit 100%
kualitas pelayanan  public | untuk berbagai jenis | pelayanan public
pelayanan pada unit | pelayanan yang  memiliki
public pelayanan publi¢ SOP
Penerapan Percepatan Jumlak layanan | 100%
pelayanan terpadu | penerapan perizinan  yang
satu pintu untuk | pelayanan terpadu | dikelola oleh
perizinan dan | satu pintu yang | PTSP Provinsi
investasl efektif dan efisien

2. Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan Gender ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam
pembangunan, yaltu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk
baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan
mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses
dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses
pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijalan dan program pembangunan
Amanah dalam pelaksanaan PUG oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam Instruks
Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada
tahun 2012 diluncurkan Strategl Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender
melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui
Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga
menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Undang-
Undang tersebut mengatur bahwa Kepala Desa dah Badan Permusyawaratan Desé
berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan
pelaksanaan dari UU No. 6/2014) menyatakan bahwa pelaksanaan Kkegiatan
pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
Pengarusutamaan gender merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender
dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh
kebijakan, program dan keglatan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka
penerapan kebljakan pengarusutamaan gender dititikberatkan pada (i) meningkatkan
kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; (i) meningkatkan
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perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; dan (iii) meningkatkan
kapasitas kelembagaan PUG di daerah.

Sasaran yang hendak dicapal dalam 5 tahun kedepan adalah meningkatnya kesetaraan
gender yang diukur darl meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG).

4.5 Pembangunan Lintas Bidang

Salah satu point penting dalam keberhasilan Pembangunan adalah bagaimana

menciptakan sinergi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, diantara

yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mengurangi permasalahnnya, beberapa

diantaranya adalah :

1. Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan
_Hingga tahun 2016 persentase penduduk miskin di Gorontalo masih sebesar 17,63
persen, sejak tahun 2007 pemerintah berhasil menurunkan angka persentase
kemiskinan dari sebesar 27,35 persen menjadi 17,33 ditahun 2012, Namun setelah itu
persentase angka kemiskinan di Gorontalo sangat fluktuatif dan sulit beranjak dari
angka 18 — 17 persen. Strategi yang dilakukan selama periode 2012 - 2017 melalui 4
(empat) program prioritas daerah, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan
ekonomi kerakyatan diarahkan untuk penduduk menengah kebawah dalam rangka
meningkatkan kesejahteresan masyarakat yang kurang mampu. Pengurangan
kemiskinan pada periode tersebut dicapai melalui berbagai kebijakan afirmatif yang
dilaksanakan melalul empat kelompok program, yakni 1) perlindungan social
(jamkesta, prodira, PMKS), 2} pemberdayaan masyérakat, 3) pemberdayaan usaha
mikro dan kecil, dan 4) program pro rakyat.
Pendapatan perkapita masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan ditahun
2015 sebesar Rp.263.652, dengan jumlah penduduk yang masuk dalam kelompok
pendapatan tersebut sebanyak 208.840 jiwa menurut data BPS. Empat kelompok
rumah tangga yang diperkirakan menjadi penduduk berpendapatan terbawah tersebut
adalah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (underutilizea) terdiri dari penduduk
yang bekerja paruh waktu, termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan dan
petani berlahan semplt, rumah tangga sektor informal dan buruh perkotaan, serta
rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa upah. Sementara itu, laju
pertumbuhan rumah tangga petani dan nelayan relatif tinggi dengan tingkat
kemiskinan yang juga tinggl. Sehingga persoalan dalam pasar kerja berubah dari
pengangguran terbuka menjadl setengah pengangguran. Permasalahan yang
dittimbulkan oleh kondisi ini adalah semakin banyaknya tenaga kerja yang memiliki
produktivitas kerja yang rendah, atau curahan waktu kerja di bawah jam kerja normal
meningkat. Kondisl Ini menghasilkan produktivitas sebagian dari rumah tangga
menjadi rendah, yang ditandal dengan masa kerja yang tidak stabil. Rumah tangga
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nefayan merupakan rumah tangga yang sangat rentan akan persoalan kemiskinan dan
kurangnya produktivitas kerja.
Untuk menciptakan perbalkan terhadap fenomena tersebut diperlukan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan daerah yang tinggi agar mampu mengurangi angka
kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja baru serta mengurangi
permasalahan lain terkalt ekonomi social masyarakat. Pertumbuhan inklusi
merupakan salah satu syarat untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan.
Pertumbuhan harus mampu mendorong pemerataan, dengan pola pertumbuhan yang
memaksimalkan potensl ekonomi, pola pertumbuhan yang dapat menyertakan
sebanyakbanyaknya arigkatan ke dalam pasar tenaga kerja yang baik dan pola
pertumbuhan yang ramah keluarga miskin. Standar hidup penduduk berpenghasilan
rendah harus dapat ditingkatkan dan memastikan bahwa penduduk miskin
memperoleh perlindungan soslal. Akses yang sama juga harus tersedia untuk
menunjang kegiatan ekonomi semua pelaku pem\banguna'n. Dukungan terhadap
perekonomian inklusif harus dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sector
pembangunan, terutama sector yang menjadi potensi daerah seperti pertanian dan
perikanan, serta terus mendorong berkembangnya sector industri, dan jasa, untuk
menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor yang padat modal dan bukan
padat tenaga kerja.

2. Pembangunan Karakter Melalui Revolusi Mental
Dalam membangun sebuah daerah diperlukan upaya yang sistimatis dan komprehensif
dalam pekerjaan pendidikan. Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana
untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai
suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik,
mengembangkan potens! dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan
pikiran, dan menanamkan jiwa mandirl serta spirit berdikari. Konsep ideal pendidikan
ini menyentuh pikiran, akal budi, nilai-nilai, dan sikap mental setiap insan, dalam
komunitas dan bangsa, yang harus dipupuk dan dikembangkan melalul proses
pendidikan sebagal sarana untuk membangun kebudayaan dan peradaban yang maju
dan modern. Untuk mengawali pembangunan karakter masyarakat Gorontalo, maka
yang utama adalah bagaimana pemerintah provinsi dapat menginternalisasi nilai-nilai
revolusi mental kadalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan maupun dalam
perumusan program-program penddidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan
aparatur pemerintah daerah,

4.6. Prioritas Pembangunan Daerah

Dari sasaran dan agenda pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka
pembangunan daerah diprioritaskan pada : '
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1. Pendidikan, yang difokuskan pada :

e.

. Meningkatkan layanan pendidikan dasar berkualitas.

Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui:
Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan kecamatan- yang belum
memiliki satuan pendidikan menengah, dengan pembangunan USB dan
penambahan RKB; Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa.

Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi daerah dan memperluas akses
masyarakat miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk
pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.

Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru.

2. Kesehatan, diarahkan pada aspek:

a.

jr

Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Keluarga, terutama Ibu, Anak, Remaja,
dan Lanjut Usia yang Betkualltés serta Pelayanan Gizi Masyarakat;

Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan, kesehatan kerja
dan olahraga, melalui Peningkatan pelaksanaan STBM di kabupaten/Kota;
Peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan Peningkatan kesehatan lingkungan
dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku /ygiene;
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja,

Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa;

Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang
Kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta);

Meningkatan Akses dan mutu fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan
yang Berkualitas;

Pelayanan Kesehatan Rujukan;

Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan;

Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi
dan Alat Kesehatan; |
Meningkatkan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan.

3. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, akan diupayakan melalui:

d.

Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi
untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada Koridor Ekonomi,
Kawasan Industrl Khusus, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-
koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);

b. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan keésadaran dalam penyelenggaraan

transportasi;

IV-40



(Y RkRD PROVINS] GORONTALD TAHUN 206

i

=5 1

Sanitas! Layak (alr imbah domestik,
sampah dan drainase lingkungan)

Tabel 4.8
Sasaran Prasarana Dasar
No Pembangunan Baseline Sasaran
(2016) ~ (2018)
a. | Akses Air Minum Layak 69,56 % 70%
b. | Meningkatnya akses penduduk terhadap 56,27 %

c. | Penyediaan Rumah Layak Huni bagi 3.897
masyarakat berpenghasllan Rendah

d. | Pembangunan SPAM di kawasan
masyarakat berpenghasllan Rendah

e. | Pembiayaan rumah murah . 0 500 Unit

Pembangunan Ketenagalistrikan dan ESDM

Ketersediaan energi listrik menjadi mutlak dalam rangka untuk menunjang

pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan listrik untuk rumah tangga terutama

masyarakat miskin dan swasta, Sementara itu, provinsi Gorontalo yang puriya potensi

sumber daya mineral terutama emas juga perlu mendapatkan perhatian terutama

dalam hal fasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pertambangan

Sasaran : Meningkatnya layanan akses universal energi listrik melalui stategi
peningkatan jangkauan layanan ketenagalistrikan ke seluruh
masyarakat dan fasilitasi perencanaan dan pengelolaan produksi
mineral,

Strategi : Peningkatan studi terhadap potensi energi baru dan terbarukan serta
meningkatkan  kapasitas  listrik  terpasang  bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan didaerah-daerah terpencil dan survey
potensi dan pengelolaan sumberdaya mineral.

Tabel 4.9
Sasaran Energi Sumber Daya Minerla
Uraian Baseline Sasaran Rata - Rata
2016 2018 Pertumbuhan/tahun

Rasio Elektrifikasi 78,16% 84% 2.48%

Jumiah Listrik terpasang 750 RTM

bagi RT Miskin '

Penyediaan jaringan listrik n/a n/a

Desa _ _

Jumlah Usaha | 83 usaha

Pertambangan yang dibina

Kebijakan :

Peningkatan survey potensi erergl baru dan terbarukan (PLTA, PLTMH, PLTS, PLTG),
penyusunan studi dan kajian terhadap potensi energi dan meningkatkan kapasitas

terpasang listrik bagl rumah tangga miskin dan memperluas wilayah cakupan transmisi
listrik terutama didaerah - daerah terpencil.
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c. Mempercepat implementasi e-Government diseluruh instansi pemerintah dan
mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat;

d. Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi
nasional (jalan, bandara pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus,
dan kereta api ekonomi);

e. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta Desa
tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses
jalan, jembatan ke ke pusat pendidikan, kesehatan dan sentra produksi pertanian
dan perikanan;

f. Pembangunan Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan
energy ketenagalistrikan;

g. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan RIsikq Bencana.

4. Peningkatan Ekonomi, akan didorong melalui :

a. Penguatan sektor primer dan mendorong industrialisasi pengolahan komoditi
pertanian dan perlkanan;

b. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;

¢. Pembangunan pariwisata, melalul peningkatan promosi pariwisata, pembangunan
destinasi pariwisata serta memperkuat kelembagaan pariwisata;

d. Meningkatkan ketahanan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan dan

| perikanan serta ketahanan air;

e. Peningkatan daya saing tenaga kerja;

Peningkatan Pertumbuhan investasi di daerah dan membaiknya proses perizinan
investasi;

g. Penanggulangan Kemiskinan melalui Penyelenggaraan perlindungan sosial yang
komprehensif, mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar, dan Meningkatriya
kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan
ekonomi produktif.

5. Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah, akan didorong melalui:

a. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi
Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi strategi yang akan
ditempuh antara lain: pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan
(Grand Design dan Road Map) yang telah dirumuskan; perluasan dan faslitasi
pelaksanaan RB pada seluruh instansi.

b. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif.
melalui pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen
dan seleks pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT;
penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promos
secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem
manajemen kinerja pegawai,

¢. Peningkatan kualltas pelayanan publik

IV-41



RXP0 FROVINS! GORONTALD TARUN 2018

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain: penguatan kerangka
kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan
swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasi; penerapan
teknologi informasl dan komunikasl dalam pelayanan publik; mendorong inovasi
pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan
perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan
penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik,
yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk
pengawasan oleh masyarakat.

6. Pengembangan Budaya dan Keagamaan, dilakukan melalui:

a.

Peningkatan potensi nilai Informasi dan promosi warisan budaya serta
pemanfaatannya.

Pendayagunaan warlisan budaya untuk kesejahteraan rakyat.

Peningkatan fasilitasl terhadap kegiatan keagamaan dan dukungan terhadab
fasilitas sarana tempat Ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan
langsung (hibah).

7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup

d.

Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan
hukum lingkungan; ‘

Menjaga kualitas lingkungan hidup (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan
air dan kerusakan sumberdaya air; (i) penurunan beban pencemaran dari limbah
domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai,
situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto (vi) pengendalian
pencémaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii)
peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (viii) pemantauan
kualitas udara ambien Peningkatan tutupan lahan/hutan.

4.7 Isu Strategis
Berdasarkan sasaran, agenda dan prioritas pembangunan yang dikemukakan diatas dan

hasil analisis terhadap berbagai permasalahan yang diuraikan pada BAB II, maka isu

strategis yang perlu menjadi perhatlan adalah:

1. Pembangunan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan melalui

trasnformasi struktur ekonomi daerah dari kondisi pembangunan ekonomi yang kurang

efisien menjadi lebih efisien dengan peningkatan produktivitas di semua bidang; dari

pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat di perkotaan bisa tersebar merata di
perdesaan; dari struktur ekonomi yang mengandalkan pada eksploitasi sumber daya
alam menjadi ekonomi yang menghasilkan nilai tambah tinggi; dari ekonomi betbasis

komoditi sektor primer bisa digeser kearah ekonomi jasa dan ekonomi kreatif,

pengembangan potensi ekonomi maritim dan lain-lain;
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2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui revolusi
mental.

3. Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan air. Kedua sektor strategis ini
yaitu pangan, dan air di masa yang akan datang akan semakin penting mengingat
kebutuhan yang terus meningkat, sementara ketersediaannya relatif tetap, bahkan
menurun; '

4. Pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis pendukung sektor
pembangunan ekonomi yang perlu menjadi prioritas daerah mengingat rendahnya
daya saing Gorontalo yang salah satunya ditentukan oleh masalah penyediaan
infrastruktur yang kurang memadai;

5. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan daya saing dan menghadapi era pasar bebas yang dimulai dengan
adanya Asean Economic Community (AEC) yang berlaku mulai akhir tahun 2015;

6. Penanggulangan kemiskinan yang sampai saat ini masih cukup tinggi
persentasenya dan Pemerataan pendapatan yang selama beberapa tahun terakhir
memburuk karena kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok berpenghasilan
tinggi dan menengah lebih cepat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
dan penduduk miskin; |

7. Menjaga kelangsungan lingkungan hidup dan hutan dan penanggulangan
bencana alam;

8. Pembangunan wilayah dan perdesaan, meningkatkan pelayanan publik yang
lebih baik sepert akses pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja; dan

9. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah serta menjaga
nilai-nilai kehidupan beragama.

4.8 Prioritas Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan langsung
- dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki
kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit
yang tinggi pada pencapalan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

_Program prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan di tahun 2018
dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis yang memerlukan perhatian utama sebagali
berikut.
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Tabel 4.20
Program Prioritas Provinsi Tahun 2018
Isu : s
Strategis Program Prioritas Pembangunan SKPD Pelaksana
Pembangunan ekonomli yang kuat, inklusif dan berkelanjutan
1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan Dinas Pertanian
2. Program Penlngkéhan Nilai Tambah dan Pemasaran . .
Produk Pertanian Dinas Pertanian
3. Dinas koperasi UMKM,
Program pengembangan industri kecil menengah perindustrian. &
Perdagangan
4. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perikanan
Produks! Perlkanan : Ketautan
5. Program penyediaan sarana prasarana perbenihan Dinas Perikanan
Kelautan
6. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Dinas Perikanan
Kelautan dan Perikanan Kelautan
7. Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Dinas koperasi UMKM,
perindustrian &
Perdagangan
8. Program Pengembangan Akses Permodalan dan Dinas koperasi UMKM,
Efektifitas Pemblaysan perindustrian &
Perdagangan
9, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dinas koperasl UMKM,
Koperasi dan UMKM perindustrian &
, Perdagangan
10, Program Peningkatan Produktifitas Pemasaran dan Dinas koperasi UMKM,
Jaringan Usaha perindustrian &
Perdagangan
11, Program Peningkatan Nilal Tambah Produk Dinas koperasi UMKM,
Unggulan Lokal perindustrian &
Perdagangan
12. Program pengembangan perdagangan dalam negeri | Dinas koperasi UMKM,
perindustrian &
. Perdagangan
13, Program pengembangan pemasaran pariwisata Dinas Pariwisata
14, Program pengembangan destinasi pariwisata Dinas Pariwisata
15. Program Pengembangan Industri Pariwisata dan . '
ekonoml kreatif _ Dinas Pariwisata
16. Program pengembangan promosi seni budaya ,
pariwisata Dinas Parjwisata
17. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Badan Penanaman
Investasi Modal, ESDM dan.
) Transrigrasl
18. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Isu Peningkatan ketahanan pangan, dan ketahanan air
1, Program Perluasan Areal Perta‘man Dinas Pertanian
2. Program Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringah Dinas Pekerjaan
Irigasi Umum dan Penataan
. Ruang
3. Program Penanganan Pasca Panen komoditi . .
pertanian Dinas Pertanian
4, Program Desa Mandiri Benih Dinas Pertanian
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5. Program Peningkatan Produksi Pertanian .
Dinas Pértanian
6. Program Pengembangan peternakan ]
Dinas Pertanian
7. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dinas Kelautan dan
Budidaya ‘ Perikanan
8. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dinas Kelautan dan
Tangkap _ Perikanan
9. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | Dinas Kelautan dan
_ Perikanan
10. Program peningkatan diversifikas dan ketahanan ,
pangan masyarakat Dinas Pangan
11, Program pengelolaan air irigasi untuk pertanian Dinas Pertanian
12. Program Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Dinas Pekerjaan
Irigasl, Air Tanah dan Rawa dan Tambak Umum dan Penataan
Ruang
13. Program Penyelidikan dan Pelayanan Air Tanah Badan Penanaman

Moda!, ESDM dan
Transmigrast

Isu Pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur

strategis

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

1. , Dinas Pekerjaan
Program Penyelenggaraan Jalan Umum dan Penataan
, , Ruang
2. Pogram Peningkatan Pelayanan Transportasi Dinas Perhubungan
3. Program Peningkatan Kapasitas Transportasi Dinas Perhubungan
4, Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan :
transportas| Dinas Perhubungan
5. N Dinas Komunikasi,
Program Pengembangan aplikasi Informasi Informasi dan Statistik
6. Dinas Pekerjaan
Program pengelolaan pertanahan daerah Umum dan Penataan
‘ Ruang
7, Program Saraha dan Prasarana Utilitas Umum Urr?tlrr:sdapr?%;zatgan
kawasan permukiman dan kawasan kumuh Ruang
8. . . Dinas Pekerjaén
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Umum dan Penataan
Minum dan Alr Limbah R
uang
9, Badan Penanaman

Modal, ESDM dan
Transmigrasi

Isu Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia

1.

Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan

2.

Program promosl kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat

Dinas Kesehatan

w

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular

Dinas Kesehatan

Program Survellans dan Imunisasi

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Fasyankes

Dinas Kesehatan

Program Jamkesta

Dinas Kesehatan

Njo (v

Program Peningkatan Sarana Prasarana dan
Pemellharaan RS

Dinas Kesehatan

o

Program Advokasl, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Penguatan Keluarga Berencana

Dinas Kesehatan

Program Pendidikan Dasar

Dinas Pendidlkan,
Pemuda dan Ofahraga

IV-45




f’@ RYPD FROVIYST BORONTALD TARIN 2008

Tenaga Kerja

10. Program Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
11, Program Pendidikan Untuk Rakyat Dinas Pendidikan,
7 Pemuda dan Olahraga
12, Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Dinas Pendidikan,
Kebudayaan dan penfaminan mutu pendidikan Pemuda dan Olahraga
13. Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
14, Program pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, |
Pemuda dan Olahraga |
15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Dinas Pendidikan,
Raga Pemuda dan Olahraga
16. Program Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dinas Pendidikan,
} Pemuda dan Olahraga
17. Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Dinas Pendidikan,
Pemuda Pernuda dan Olahraga
18, Program Pengembangan Budaya baca dan Dinas Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan Dan Kearsipan
19, Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Badan Penanaman
Tenaga Kerja Modal, ESDM dan
_ Transmigrasi
20, Program Peneémpatan dan Perluasan kesempatan Badan Penanaman

Modal, ESCM dan
Transmigrasi

Tsu Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
revolusi mental.

yang baik melalui

Perwakilan Rakyat Daerah

1. Program Pemberantasan dan pencegahan korupsi, Inspektorat
pengawasan atas akuntablltas kinerja dan
keuangan, penyelengqaraan reformasi birokrasi
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah
3. Program Pendidikan Kedinasan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
4, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian
Program Perencanaan Pembahgunan Daerah Bappeda
6. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan
Organisasi
7. Program Pengendalian Pembangunan Biro Pengendalian
‘ Pembangunan Dan
Pengadaan
8. Program peningkatan layanan pengadaan Biro Pengendallan
Pembangunan Dan
Pengadaan
9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Kantor Satpol PP &
Lingkungan Badan Kesbangpol!
10. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan )
Kebangsaan Badan Ke;pangpol
11, Program Pendidikan Politik o Badan Kesbangpol
12. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Setda, Badan
Daerah/Wakil Kepala Daerah Penghubung
13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sekretariat DPRD

Isu Penanggulangan kemiskinan

Dinas Soslal dan

1 Program Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan
i Perempuan dan anak
2. Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sostat dan

Pemberdayaan
Perempuan dan anak
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Program Perlindungan Perempuan, Kesejahteraan

3. _ Dinas Sosial dan
dan Perlindungan Anak Pemberdayaan
_ Perempuan dan anak
4, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Dinas Sosial dan
Penguatan Kelembagaan Pengarutamaan Gender Pemberdayaan
Perempuan dan anak
5. Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan
Pemberdayaan
Perempuan dan anak
6. Program Jamkesta Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
7. Program Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan
Rakyat dan
Pemukiman
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelclaan Air Dinas Pekerjaan
Minum dan Air Limbah Umum dan Penataan
Ruang
9. Dinas Perumahan
Program Penyediaan perumahan Rakyat dan
Pemukiman
10. Dinas Pekerjaan
Pengembangan Infrastruktur Perumahan Umum dan Penataan
Ruang
11, Dinas Pekerjaan
Program Pembiayaan Perumahan Umum dan Penataan
] _ Ruang
12, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (listrik Badan Penanaman
murah bagi MBR) Modal, ESDM dan
‘ o Transmigrasi
13, Program Pendidikan Untuk Rakyat Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga |
14, Program Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Qlahraga
15, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | Dinas Perikanan dan
_ Kelautan
16. Program Pengembangan Akses Permodalan dan Dinas koperasi UMKM,

Efektifitas Pemblayaan

perindustrian &
Perdagangan

Isu Menjaga kelangs'ungan lingkungan hidup dan hutan dan
| penanggulangan bencana alam

1.

Program Rehabilitasi dan perlind'ungan lingkungan
hidup dan kehutanan

Dinas Lingkungan
Hidup dan kehutanan

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan

Dinas Lingkungan
Hidup dan kehutanan

lingkungan

Program penegakan hukum lingkungan dan
kehutanan

Dinas Lingkungan
Hidup dan kehutanan

Program Pencegahan dan kesiapsiagaan

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Program Pengendalian Banjir dan Pengamanén
Pantal

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

Program Rehabllitas] dan Rekonstruksi

Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang

Isu Pembangunan wilayah dan perdesaan

, " Dinas Pekerjaan
. Program penyelenggaraan jalan (akses pendidikan, U mdm dan P; ataan
kesehatan, ekonomi) Ruang
2. Program pengembangan destinasi pariwisata (Desa Dinas Pariwisata
Wisata) ,
3. Program dukungan perluasan akses dan produksi

sektor pertanlan dan perikanan

Dinas Pertanian
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Program Pengembangan Transmigrasi Modal, ESDM dan

Badan Penanaman

Transmigrasi

Program Pengembangan Perdesaan

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
Administrasl
Kependudukan &
Catatan Sipil

Pemerintahan Desa/Kelurahan

Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan | Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa,
Administrasl
Kependudukan &
Catatan Sipil

7. Program  Pembangunan dan
Masyarakat  Desa/Kelurahan

Perdesaan

serta  Kawasan Masyarakat Desa,

Pemberdayaa'n Dinas Pemberdayaan

Administrast
Kependudukan &
Catatan Sipil

Isu Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah serta
menjaga nilai-nilai kehidupan beragama

1.

2,

Program Pengembangan Nilai Budaya Dinas Pendidikan,

7 Pemuda dan Olahraga
Program Pemeliharaan Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Pendidikan,
Gorontala Pemuda dan Olahraga

3

Program Promosi Keragaman Budaya Gorontalo

Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga

4

Budaya

Peningkatan Pelayanan Keagamaan, Adat dan

Biro Kesejahteraan
Rakyat dan
Perekonomian

Program prioritas daerah Provinsi

Gorontalo juga mendukung sasaran

pembangunan nasional sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Sebagaimana persandingan yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.21
Program Prioritas Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2018

No

Prioritas Nasional

Program Prioritas Provinsi

Pendidikan: Pelaksanaan Program
Indonesia Pintar

P

Program Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Untuk Rakyat
Program Pengembangan SDM Pendidikan
dan Kebudayaan dan penjaminan mutu
pendidikan

Program Perluasan Akses Pendidikan
Tinggi

Program pendidikan Non Formal
Program Pengembangan Budaya baca
dan Pembinaan Perpustakaan

Pembangunan Kesehatan dan Gizi
Masyarakat: Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat

Program Kesehatan Keluarga dan Gizi
Masyarakat

Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat

Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular

Program Surveilans dan Imunisasi
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Fasyankes

‘Program Jamkesta

Program Peningkatan Sarana Prasarana
dan Pemeliharaan RS

Program Advokasi, Komunikasi, Informasi
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dan Edukasi Penguatan Keluarga
Berencana

Perumahan Rakyat

S S

Program Pengembangan Perumahan
Program Penyediaan perumahan
Pengembangan Infrastruktur Perumahan
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah _

Revolus! Karakter Bangsa

g

Program Pendidikan Politik

Memperteguh Kebhinekaan dan
Memperkuat restorasi sosial

Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan

Revolusi Mental

W

Program Pendidikan Dasar
Program Pendidikan Menengah
Program Pembinaan dan Pengembangan

" Aparatur (Pembinaan Fisik, Mental dan

Spritual PNS)

Kedaulatan Pangan

o

Nowys

®

10.

11,

12,

Program Perluasan Areal Pertanian
Program Pengembangan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi

Program Penanganan Pasca Panen
komoditi pertanian

Program Desa Mandiri Benih

Program Peningkatan Produksi Pertanian
Program Pengembangan peternakan
Program Pengelolaan Sumberdaya
Perlkanan Budidaya

Program Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan Tangkap

Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir

Program peningkatan diversifikas dan
ketahanan pangan masyarakat

Program pengelolaan air irigasi untuk
pertanian

Program Pengembangan dan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi, Air Tanah dan Rawa dan
Tambak

Kedaulatan Energl dan
Ketenagalistrikan

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kemaritiman

Program Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan Tangkap

Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir

Program Pengawasan Pemanfaatan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

10.

Industri

Program pengembangan industri kecil
menengah

Program Pengembangan Industri
Pariwisata dan ekonomi kreatif

11,

Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
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Program Pengembangan seni budaya
daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan
Keagamaan Adat & Budaya

12.

Inovasi dan Teknologi

Pengembangan Riset Daerah

Program Penanganan Pasca Panen
koemoditi pertanian

Program Kapasitas SDM  dalam
Pengembangan Teknologi Informasi
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BaB V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
= — |

5.1 Rencana Program dan Keglatan

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016 ini, rencana program yang
disajikan adalah program prioritas setiap SKPD yang telah dirumuskan berdasarkan
permasalahan utama dan potens! daerah dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2018 -
2022.

Untuk itu, diharapkan bagi seluruh Satuan Kerja Perahgkat Daerah (SKPD) se-Provinsi
Gorontalo dalam perumusan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 mengacu pada program
prioritas sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1 yang menjadi lampiran Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 ini.
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BAB V1
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daaerah (RKPD) tahun 2018 merupakan dokumen tahun
pertama dalam periodisasl RPJMD 2018 - 2022, yang mana RPIMD dimaksud akan
menjadi tahap ketiga dalam periode RPIPD Provinsi Gerontalo tahun 2007 - 2022. Dalam
menyiapkan kekosongan tahun rencana pembangunan disebabkan berakhirnya RPIMD
periode 2012 - 2017, Pemerintah Ptovinsi Gorontalo dalam hal ini Bappeda telah
menginisiasi penyusunan rancangan teknokratik RPIMD 2018 — 2022 yang mengacu pada
RPIPD 2007 — 2025 dan RPIMN 2015 - 2019, hal ini dilakukan dalam rangka menyajikan
acuan yang tepat dalam penyusunan RKPD tahun 2018.

Perumusan RKPD tahun 2018 didasarkan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2016
Tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana kerja pemerintah
daerah yang menyebutkan bahwa dalam hal daerah sedang dan akan melaksanakan
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), penyusunan rancangan awal RKPD
berpedoman pada arah kebljakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan
RPIPD.

Dengan demikian, maka RKPD tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan transisi
yang menjembatani RPIMD perlode kedua tahun 2012-2017 dengan RPIMD periode ketiga
tahun 2018-2022 yang masuk dalam periodesasi RPIPD tahun 2007 - 2025. Sebagai RKPD
pertama dalam periode RPIMD 2018 - 2022, maka RKPD 2018 cenderung memuat
prioritas pembangunan bedasarkan permasalahan utama daerah dan potensi daerah yang
akan dikembangkan dalam rangka . mempersiapkan pijakan awal untuk memudahkan
kepala daerah terpilih dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.

HGUBERNER'GO NTALO,}

= M
RUSLI HABIBIE
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TABEL 5.1
Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Gorontalo

SKPD
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1 Program pendidikan Non Formal Menurunnya angka tuna aksara Rp 10,069,000,000 11,273,256,250
Pelaksanaan layanan pendidikan keaksaraan : v
dasar orang dewasa Menurunnya angka Buta Aksara Kab/Kota 2500 Org Rp 350,000,000 2500 Org 402,500,000
Pelaksanaan layanan pendidikan setara "
sekofah dasar orang dewasa Jumiah pelaksanaan layanan pendidikan setara sekolch Kab/Kota PaketA : 12 Lmbga/2000rg | Rp 1,004,000,000 Paket A : 12 Lmbga/200 Org 1,258,100,000
dasar orang dewasa
Paket B : 13 Lmbga/650 Org |Paket & : 13 Lmbgay650 Org
Pelaksanaan Layanan Pendidilan sekolah Jumiah Orang dewasa yang memperoleh layanan
menengah dan vokasional orang dewasa pendidikan sekofah menengah dan vokasional orang 3500 Org 3500 Org
dewasa i
) Jumlah orang dewasa yang memperoleh layanan Kota GHo : 2 350,000,000 | P to : 200 O 2 o
- Paket C Vokasional untuk orang dewasa pendidikan vokasi (Paket C) o 0 : 200 Org Rp ,000, ota Gtlo : rg 402,500,00f
Kab.GHo : 350 Org Rp 612,500,000 Kab.Gtlo : 350 Org 718,156,250
Kab. Boalemo : 300 Org Rp 525,000,000 Kab. Boalemo : 300 Org 615,562,500
Kab. Bonbal : 300 Org Rp 525,000,000 Kab. Bonbol : 300 Org 615,562,500
- Kab. Pohwto : 300 Org Rp 525,000,000 Kab. Pohwto : 300 Org 615,562,500
Kab. Gorut 300 Org Rp 525,000,000 Kab. Gorut 300 Org 615,562,500
Jumiah orang dewasa yang memperoleh layanan Gtlo : 200 O ' 3 000 Ko! 2 410
- Paket C Reguler pendidikan menengah (Paket C) Kota Gtlo : 200 Org Rp 50,000, ta Gtlo : 200 Org ,375,000
Kab.Gtlo : 350 Org Rp 612,500,000 Kab.Gtlo : 350 Org 704,375,000
Kab. Boalemo : 300 Org Rp 525,000,000 Kab. Boalemo : 300 Org 603,750,000
Kab. Bonbal : 300 Org Rp 525,000,000 Kab. Benbol : 300 Org 603,750,000 |,
Kab. Pohwto : 300 Org Rp 525,000,000 Kab. Pohwto : 300 Org 603,750,000

Kab, Gorut 300 Org Rp 525,000,000 Kab, Gerut 300 Org 603,750,000
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Buta Aksara : 2122 Orang
Kota Gorontaio : 0 Qrang
Kab. Gorontalo : 659 Orang
Kab. Boalemo : 300 Orang
Kab. Pochuwato : 500 Orang
Kab. Bene Bolango : 352 Orang '
Kab. Gorontalo Utara : 320 Orang
KUM : 7500 Orang
Kota Gorontalo : 280 QOrang
Kab. Gorontalo : 2660 Orang
Kab. Boalemo : 870 Orang
Kab. Pohuwato : 2060 Orang
- Kemampuan Literasi Masyrakat Menurunnya angka tuna aksara KabfKota Kab. Bone Bolango : 950 Oreng | Rp 2,500,000,000 2,506,000,000
Kab. Gorontalo Utara : 680 Orang
BAN PNF : 60 Lembaga
PAUD : 15 Lembaga
LKP : 20 Lembaga
PKBM : 25 Lembaga
Life Skili : 800 Orang
Kota Gorontalo : 100 Orang
Kab, Gorontalo : 180 Orang
Kab. Boalemo : 140 Orang
Kab. Pohuwato : 140 Orang
Kab. Bone Bolango : 130 Oreng
Kab. Gorontalo Utara : 110 Crang
- 1,255 Satuan Pendidikan
~ Prav. Gorontalo - & Dinas Pendidikan
2 ngralml Pen:’ngk:?:al(uallhs Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan Kabupaten/kota Rp 1,215,575,000 1,397,911,250
Pengelolaan Pendidilan - Jumiah Fasilitasi dan Koordinasi,
6 keglatan
Olimpiade OQlahraga Siswa Nasional {025N)  {Jumlah siswa.SD,SMP yang mengikuti seleksi O2SN di . .
S0, SMP Tingkat Provinsi ; Prov, Gtio 132 Siswa SD dan SMP ) Rp 387,215,000 132 Siswa SD dan SMP 445,297,250
- - Jumiah siswa SD yang mengikuti selekst O2SN di Tingkat 72 Siswa (PAJPI) untuk 6 cabang|  * 7%5*5‘”5' (:N PI) untuk g
- 025N SD Provinsi olahraga utusan 6 kab/kota cabang olahraga utusan
kab/kota . .
’ Jumlah siswa SMP yang mengikuti seleksi O2SN di Tingkat 60 Siswa (PA/PT) untuk 5 cabang 5%5’5‘“"’-: (:N PI) untuk 2
- 025N 5M Pravinsi olahraga utusan 6 kabfkota cabang olahraga utusan
kab/kota
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jumiah siswa 5D,SMP yang mengikuti seleksi FLS2ZN di Prov.Gil 14 Pesert. P R Y
(FLS2N) SD, SMP Tingkat Provingi rav.Gtlo 114 Peserta SD dan S p 604,685,000 114 Pesarta SD dan SKP 695,387,750
FLSZN SO Jumlah siswa SD yang mengikuti seleksi FLS2N di Tingkat 36 Siswa untuk 4 cabang lomba 36 Siswa untuk 4 cabang
) Provinsi utusan 6 kab/kota lomba utusan & kab/kota
FLS2N SMP Jumlah siswa SMP yang mengikuti seleksi FLS2N di Tingkat 78 Siswa untuk 5 cabang lomba 78 Siswa untuk S cabang
3 Provinsi utusan 6 kabfkota lomba utusan 6 kabfkota
) . Jurniah siswa SD, SMP dan Lomojari yang mengikuti seleksi - N 90 Siswa untuk 2 Mata
Olimplade Sains Nasional (OSN) SD, SMP OSN di Tingkat Provinsi Prov. GHlo 90 Siswa untuk 2 Mata Pelajaran | Rp 223,675,000 Pelajaran 257,226,250
. 0SN SD Jumlah siswa SO yang mengikuti seleksi OSN di Tingkat 36 Siswa untuk 2 Mata Pelajaran 36 Siswa untuk 2 Mata
Provins! utusan 6 kab/kota Pelajaran utusan 6 kab/kota
. OSi SMP Jumiah siswa SMP yang mengikuti seleksi OSN di Tingkat 54 Siswa untuk 3 Mata Pelajaran 54 Siswa untuk 3 Mata
Provinsi utusan & kab/kota Pelajaran utusan 6 kab/kota
Program Perluasan Akses Pendidikan . P MK/Di 44.20 .
3 Menengah dan DIKSUS Meningkatnya APK dan APM SMA/SMK/Diksus ,205,000,000 51,700,830,000
Peningkatan Akses Layanan SMA Jurniah USB/LabjAlat Praktek/Asrama Kab/Kotz
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Kec. Bulawa Dan Kec.

- Pembangunan Unit Sekolah Baru Jurmnlah Unit Sekolah Baru Tilong Kabila 2 Unit Sekolah Baru Rp 4,000,000,000 2 Unit Sekolah Baru 4,600,000,000
Jumlah Unit Sekolah Baru Desa Labanu Kec. Tibawa 1 Unit Sékolah Baru Rp 2,000,000,000 1 Unit Sekolah Baru 2,300,000,000
Jumiah Unit Sekolah Baru Kab. Gorut 1 Unit Sekolzh Baru Rp 2,000,000,000 1 Unit Sekolah Baru 2,300,560,000
Juraizah Unit Sekolah Baru Kec. Randangan 1 Unit Sekolah Baru Rp 2,000,000,000 1 Unit Sekolah Baru 2,300,000,000
- Pembangunan Laboratorium ' Jumlah Laboratorium SMAN 2 Gtlo 1 Ruang Laberatorium Rp 245,000,000 1 Ruang Laboratorium 281,750,000
. SMAN 1 Limbot, SMAN 1 ) .
Jumiah Laboratorium Tivawa, & SMAN 1 Dungalia 3 Ruang Laboratorium Rp 735,000,000 3 Ruang Laboratorium 845,250,000
SMA 1 Paguyaman, SMA 1
. Paguyaman Pantai, SMA 1 . .
Jumiah Laboratorium Batumoito, dan SMA 1 4 Ruang Laboratorium Rp 980,000,000 4 Ruang Laboratorium . 1,127,400,000
mananggu
) SMA 1 Popayato Barat, SMA i
. 1 Marisa, SMA 1 Buntulia, . 5
Jumlah Laboratorium SMA 1 Lemito & SMA 5 Ruang Laboratorium Rp 1,225,000,000 5 Ruang Laboratorium ..1,408,750,000
Paguat
SMA 1 BonePantai, SMA
Jumlah Laboratorium Bone, & SMA Suwawa 3 Ruang taboratorium Rp 735,000,000 3 Ruang Laboratorium 845,250,000
Tirmur
SMA 9 Sumalata Timur,
Jumiah Laboratorium SMA 10 Biawu, Dan SMA 7 3 Ruang Laboratorium Rp 735,000,000 3 Ruang Leboratorium 845,250,000
Gorut
- Pembangunan RK8 Jumlah RKB SMA 5 Gorontalo 2 RKB R;‘: 420,000,000 483,000,000
Jumiah RKB SMA Bilate 1 RKB Rp 210,000,000 241,500,000
Jumlah RKB SMA Bongomeme 1 RKB Rp 210,000,000 241,500,000
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Jurmlah RKB SMA Pulubala 1 RKB Rp 210,000,000 241,500,000
- Meubiler Jumlah Meubiler SMA 5 Gorontalo 2 Meubiler Rp 60,000,000 69,000,000
SMA Bilato 1 Meubiler Rp 30,000,000 34,500,000
SMA Bongomeime 1 Meubiler Rp 30,000,000 34,500,000
SMA Pulubzla 1 Meubiler Rp 30,000,000 34,500,000
- Revitalisasi/Rehab SMAN Dungaliyo 1 Paket
SMAN 1 Tilamuta 1 Paket
SMAN 3 Gorut 1 Paket
SMAN 5 Gorut 1 Paket
-pz:;‘:facf—i,ﬁg:q:;ft:f n;;:;lag;ran gan ;E;r;;ith;zgi?r:resrerlgglajamn dan Peralatan/Alat Prakiek Kota Gorontalo 5 Paket Untuk 5 Sekolah Rp 500,000,000 5 Paket Untuk 5 Sekolah 575,000,000
'S;‘I:oﬂ;;hgicgﬁ?r:;r:;:hjamn dan Peralatan/Alat Praktek Kab. Gorontalo 16 Paket Untuk 16 Sekolah Rp 1,600,000,000 16 Paket Untuk 16 Sekolah 1,840,000,000 ‘
'S::;T;"Y“;‘zgﬁ:;:‘;:‘aja"a" don Peralatan/Alat Praktek Kab. Boalemo 9 paket untuk 0 Sekolah | Rp 900,000,000 9 paket untuk 9 Sekolah 1,035,000,000
'Si:;“ai"Y':ﬁgi?rgm‘;‘aj“" dan Peralatan/Alat Praktek Kab. Pohuwato 7 Paket Untuk 7 Sekolah | Rp 700,000,000 7 Paket Untuk 7 Sekolh 805,000,000
‘S;:;?;hy‘:ﬁg‘?é’g:;g’ajara” dan Peralatan/Alat Prakiek Kab. Bonbol 3 Paket Untuk 8 Sekolah | Rp 800,000,000 8 Paket Untuk 8 Sekolah 920,000,000
éi%‘l‘;"y";ig*?:é:;i]’aja’a” dan Peralatan/Alat Prakick Kab. Gorut 10 Paket Untuk 10 Sekofah | Rp 1,000,000,000 10 Paket Untuk 10 Sekofah 1,150,008,000
- Boarding School Sm Jumiah Siswa Boarding School SMA SMAN 3 Kota Gorontalo 240 Siswa Rp 1,200,000,000 240 Siswa 1,380,000,000
Peningkatan Akses Layanan SMK Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah Kab./Kota 30 (R?gi;?:t::) Paket ?ge 5!;!;2 I'tl:l)an 27 Paket
- Ruang Praktek Siswa (RPS)/Display Jumlah RPS/Display Kota Gorontalo - SMKN 4 Gorontalo ( 1 RPS) Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 5Gorontato ( 1 RPS) Rp 324,000,000 372,600,000
Kab. Gorontalo - SMKN 1 Batudaa ( 1 Paket} {Rp 648,000,000 856,980,000
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- SMKN 1 Dungaliyo{ 1 RPS) | Rp
- SMKN Rintisan Tibawa( 4 RPS) | Rp 1,296,000,000 1,713,960,000
- SMKN 2 Limboto (1 RPS) Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 2 Pulubala { 2RPS) [ Rp 648,000,000 856,980,000
Kab. Boalemo - SMKN 2 Paguayaman ( 1 RPS) | Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 1 Wonosard (1 RPS) [ Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 1 Boalemo ( 1 RPS) Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 1 Dulupi { 1 RPS) Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 3 Paguyaman (1 RPS) {Rp 324,000,000 372,600,000
Kab. Pohuwato - SMKN 1 Dengilo ( 1 RPS) Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 1 Buhiadaa ( 1 RPS) | Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 1 Pom Timur {2 Rp 648,000,000 842,400,000
Kab. Bone Bolango SN 1 B Seltan(2 | gy 648,000,000 842,400,000
- SMKN 1 Bulango Utara ( 1 RPS) | Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 1 Suwawa ( 1 RPS) Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 1 Bone Raya { 2RPS) [ Rp 648,000,600 856,980,000
Kab. Gorontalo Utara - SMKN 2 Gorut { 1 RPS) Rp 324,000,000 372,600,000
- SMKN 3 Gorut ( 2 RPS) Rp 648,000,000 856,980,000
- peralatan Jumiah Peralatan Kota Geronteto SMKN 1 Gorontalo Rp 200,000,000 230,000,000
SMKN 2 Gorontalo Rp 350,000,000 402,500,000
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SMKN S Gorentato Rp 250,000,000 287,500,000
SMK Kesehatan Bhakti Nusantara | Rp 125,000,000 143,750,000
Kab, Gorontalo SMKN t Limboto Rp 500,000,000 575,000,000
SMX Rintisan Tibawa Rp 450,000,000 517,500,000
SMK Almamater Telaga Rp 150,000,000 172,500,000
SMK Teknologi Muh Limboto | Rp 100,000,000 115,000,000
SMK Cendekia Boliychuto Rp 100,000,000 115,000,000
Kabupaten Boalemo SMKN 1 Paguyaman Rp 150,000,000 172,500,000
SMKN 2 Paguyaman Rp 150,000,000 172,500,000
SMKN 3 Paguyaman Rp 200,000,000 230,000,000
SMKN 2 Wonosari Rp 150,000,000 172,500,000
SMKN Mananggu Rp 154,000,600 172,500,000
Kabupaten Pohuwato SMKN 1 Patilanggio Rp 150,000,000, - ‘ 172,500,000
SMKN 1 Wanggarasi Rp 150,000,000 172,500,000
SMK Salafiyah Syafiiyah Rp 130,000,000 149,500,000
SMK Kesehatan Randangan Rp 100,000,000 115,000,000
SMK Popayato Timur Rp 200,000,000 230,000,000
Kabupaten Bone Bolango SMKN Bone Raya Rp 150,000,000 172,500,000
SMKN 1 Bone Pantai Rp 125,000,000 143,750,000
SMKN 1 Suwawa Rp 150,000,000 172,500,000
Kabupaten Gorontalo Utara SMKN 1 Gorontalo Utara Rp 150,000,000 172,500,000




SMKN 2 Gorontalo Utara Rp 150,000,060 172,500,000
SMKN 3 Gorontale Utara Rp 350,000,000 402,500,000
‘ SMK Taruna Bahari Rp 200,000,000 230,000,000
SMK Kesehatan Muh. Gorut Rp 250,000,000 287,500,000
Peningkatan Akses Layanan DIKSUS Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Khusus KabfKota
- Pembangunan Asrama Siswa Jurntah Asrama Siswa Kota Gorontalo 2 Gedung Rp 1,200,000,000 2 Gedung 1,380,000,000
Jumiah Asrama Siswa Kab. Gorontalo 1 Gedung Rp 600,000,000 1 Gedung 690,000,000
Jumlah Asrama Siswa Kab. Boalemo 1 Gedung Rp 600,000,000 1 Gedung 690,000,000
Jumlah Asrama Siswa Kab. Pohuwato 2 Gedung Rp 1,200,000,000 2 Gedung 1,380,000,000
Jumiah Asrama Siswa Kab. Bonbol 2 Gedung Rp 1,200,000,000 2 Gedung 1,380,000,000
Jumiah Asrama Siswa Kab. Gorut 1 Gedung Rp 600,000,000 1 Gedung 690,000,000
- Pembangunan Ruang Praktek Siswa Jumlah Ruang Praktek Siswa Kota Gorontalo 1 Ruang Rp 250,000,000 1 Ruang 287,500,000
Jumlah Ruang Praktek Siswa K.ab. Boalemo 2 Ruang Rp 500,000,000 . 2 Ruang 575,000,000
Jumlah Ruang Praktek Siswa Kah. Pohuwato 1 Ruang Rp 250,000,000 1 Ruang 287,500,600
Jumlah Ruang Praktek Siswa Kab. Bonbol 1 Ruang Rp 250,000,000 1 Ruang 287,500,000
Program Pendidikan Untuk Rakyat :‘;::‘fgk:;"ya Akses pada jenjang pendidikan Rp 30,050,000,000 34,557,500,000
Bantuan Cperasional SMA Jumiah Siswa Penerima Operasional Kota Gorontalo 4.633 Siswa Rp 2,316,500,000 4.633 Siswa 2,663,975,000
Kab, Gorontalo 8.023 Siswa Rp 4,011,500,000 8.023 Siswa 4,613,225,000
Kab. Boalemo 3.151 Siswa Rp 1,575,500,000 3.151 Siswa 1,811,825,000
Kab. Pohuwato 3.396 Siswa Rp 1,698,000,000 3.396 Siswa 1,952,700,000
Kab. Bone Bolango 3.248 Siswa Rp 1,624,000,000 3.248 Siswa 1,867,600,000




T, 7 3 4 5 6 Z 8 2 ) 10
Kab, Gorut 3.751 Siswa Rp 1,875,500,000 3.751 Siswa 2,156,825,000
Bantuan Operasional SMK Jumlah Siswa Penarima Operasional Kota Gorontalo 6400 Siswa Rp 4,800,000,000 6400 Siswa 5,520,000,000
Kab. Gorontato 5150 Siswa Rp 3,862,500,000 5150 Siswa 4,441,875,000
Kab. Boalermo 2500 Siswa Rp 1,875,000,000 2500 Siswa 2,156,250,000
Kab. Pohuwato 2100 Siswa Rp 1,575,600,000 2100 Siswa 1,811,250,000
Kab. Bone Bolange 2600 Siswa Rp 1,950,000,000 2600 Siswa ' 2,242,500,000
Kab. Gorut 1050 Siswa Rp 787,500,000 1050 Siswa 905,625,000 |
Bantuang Operasional DIKSUS Kota Gorontalo 211 Siswa Rp 105,500,000 211 Siswa 121,325,000
Kab. Gorontalo 166 Siswa Rp 83,000,000 166 Siswa 95,450,000
Kab. Boalemao 136 Siswa Rp 68,000,000 136 Siswa : 78,200,000
Kab. Pohuwato 108 Siswa Rp 54,000,000 108 Siswa 62,100,000
Kab. Bone Bolango 181 Siswa Rp 90,500,000 181 Siswa 104,075,000
s . ) Kab. Gorut 96 Siswa Rp 48,000,000 . 96 Siswa . 55,200,000
Manajeman Prodira Tersedianya Manajemen Prodira Prav.Gorontalo T 2472 Orang Rp 1,650,000,000 2472 Orang 1,897,500,000
Meningkatnya Kualitas dan relevansi layanan
5 Program Pendidikan Menengah pendidikan Menengah (% kelulusan UN Rp 26,183,946,500 30,111,538,475
SMA/MA/SMK)
Peningkatan Prestasi Siswa SMA Jumnlah siswa yang ditingkatkan prestasi Prov. Gorontalo -Siswa SMA Dwiwama : 8org | Rp 2,046,297,000 -Siswa SMA Dwiwarna : 8 org 2,353,241,550
Siswa MAN Insan Cendekia : 70 Siswa MAN Insan Cendekia :
Org 70 Org
Siswa SMA Wira Bhakti : 12 Org Siswa SMA ‘g‘r’: Bhakti : 12
Clinical : 729 Org Ciinical : 729 Org
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Lomba Cerdas Cermat SMA Jumlzh siswa yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat SMA Kab/Kota Kota Gorontzlo : 30 Org Rp 529,667,000 Kota Gorontalo : 30 Org 609,117,050
Kab. Gorontaio : 30 Org Kab. Gorontalo : 30 Org
| Kab. Boalemo : 30 Org Kab. Boalemo : 30 Org
Kab. Pohuwato : 30 Org Kab. Pohuwato : 30 Org
Kab. Bone Bolango ; 30 Org Kab. Bone Bolango ; 30 Org
kab. Gorontafo Utara : 30 Org kab. Gorontalo Utara : 30 Org
tomba Debat Bahasa SMA Jumiah siswa yang mengikuti Lomba Debat Bahasa SMA Kab/Kota Kota Gorontalo : 12 Org Rp 200,000,000 Kota Gorontafo : 12 Org 230,000,000 |
Kab. Gorontslo : 12 Org Kab. Gorontalo : 12 Org
Kab. Boalemo : 12 Org Kab. Boalemo : 12 Org
Kah. Pohuwato : 12 Org Kab. Pohuwato : 12 Org
. Kah. Bone Bolango ; 12 Org- Kab. Bone Botango ; 12 Org
kab. Gorontalo Utara : 12 Org kab. Gorontalo Utara : 12 Org
Olimpiade Sains Nasiona! {OSN) SMA émah siswa yang mengikuti Olimpiade Sains nasionall Kab/Kota Kota Gorontals : 216 Org | Rp 225,000,000 Kota Gorontala : 216 Org 258,750,000
Kab. Gorontalo : 540 Org Kab. Gorontalo : 540 Org
Kah. Boalemo : 216 Org Kab, Boalemo : 216 Org
Kab. Pohuwato : 216 Org Kab. Pohuwato : 215 Org
Kab. Bone Bolango ; 270 Org Kab. Bone Bolango ; 270 Org
kab. Gorontalo Utara : 324 Org kab. Gorontalo Utara : 324 Org
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Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (025N}  {Jumiah siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Kab/Kota Kota Gorontalo : 23 Org Rp 550,000,000 Kota Gorontalo : 23 Org 632,500,000
SMA Nasional SMA
Kab. Gorontalo : 23 Org Kab. Gorontalo : 23 Org
Kab. Boalemo : 23 Org Kab. Boalemo : 23 Org
Kab. Pohuwato : 23 Org Kab. Pohuwato : 23 Org
Kab. Bone Bolango ; 23 Org Kab. Bone Bolango ; 23 Org
kab. Gjorontalo Utara : 23 Org kab. Gorontalo Utara : 23 Org
;;S:“a‘ Lomha Seni Siswa Nesional (FLS2M) L‘;’;E:af'gm yang mengikuti Festival Lomba Sent Siswa Prov.Gorontalo Kota Gorontalo : 28 Org Rp 450,000,300 Kota Gorontalo ¢ 28 Org 517,500,000
Kab. Gorontald : 28 Org Kab. Gorontalo : 28 Org
Kab. Boalemo : 28 Org Kab. Boalemo : 28 Org
Kab. Pohuwato : 28 Org Kab. Pohuwato : 28 Org
Kab. Bone Bolengo ; 28 Org Kab. Bone Bofange ; 28 Org
kab. Gorontalo Utara : 28 Org kab. Gorontalo Utara : 28 Qrg
Parade Cinta Tanah Air SMA Jumlah siswa yang mengikuti Parade Cinta Tanah Air SMA Prov.Gorontala Kota Gorontalo : 21 Org Rp 175,000,000 Kota Gorontalo : 21 Org 201,250,000
Kab. Gorontalo : 54 Org Kab. Gorontalo : 54 Org
Kab. Boalemo : 27 Org Kab. Boalemno : 27 Org
Kab. Pohuwato : 21 Org Kab. Pohuwato : 21 Org
Kab. Bone Bolange ; 27 Org Kab. Bone Bolango ; 27 Org
kab. Gorontalo Utara : 33 Org kab. Gorontalo Utara : 33 Org




Olimpiade Otahraga Siswa Nasional (O2SN) Jumiah siswa yang mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa KAB.JKOTA Kota Gorontalo : 18 Org Ro 900,000,000 Kota Gorontalo : 18 Org 1,035,000,000
DIKSUS Nasional DIKSUS
Kab, Gorontalo : 18 Org Kab. Gorontalo : 18 Org
Kab. Boalemo : 36 Org Kab. Boalemo : 36 Org
Kab. Pohuwato : 18 Org Kab. Pohuwato : 18 Org
Kab. Bone Bolango ; 36 Org Kab. Bone Bolango ; 36 Org
Kab. Gorontaio Utara : 18 Org Kab. Gorontalo Utara : 18 Crg
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jumiah siswa yang mengikuti Festival Lomba Seni Siswa KAB./KOTA Kota Gorontalo : 18 Org /p 800,000,000 Kota Gorontalo : 18 Org 920,000,000
(FLS2N) DIKSUS Nasional DIKSUS
Kab. Gorontalo : 18 Org Kab. Gorontalo : 18 Org
Kab. Boalemo : 36 Org Kab. Boafemo : 36 Org
Kab. Pohuwato : 18 Org Kab. Pohuwato : 18 Org
Kab. Bone Bolango ; 36 Org Kab. Bone Bolango ; 36 Org
Kab. Gorontalo Utara : 15 Org Kab. Gorontalo Utara : 18 Org
Literasi PKLK dan ABK Berseri Jumiah siswa yang mengikuti Literasi PKLK dan ABK Berseri KAB./KOTA Kota Gorontalo © 14 Org Rp 600,000,000 Kota Gorontalo : 14 Org 690,000,000
Kab. Gorontalo : 14 Org Kab. Gorontalo : 14 Org
Kab. Boalemo : 28 Org Kab. Boalermo : 28 Org
Kab. Pohuwato : 14 Org Kab. Pohuwato : 14 Org
Kab. Bone Balango : 28 Org Kab. Bone Bolango : 28 Org
Kab. Gorontalo Utara : 14 Org Kab. Gorontalo Utara : 14 Org




Gebyar Multi Talenta dan Jambore Anak

Jurmiah siswa yang mengikuti Gebyar Multi Talenta dan

Kompetensi Keahlian )

Berkebutuhan Khusus Pendidikan Khusus  |Jambore Anak Berkebutuhan Khusus Pendidikan Khusus KAB.fKOTA Kota Gorontato © 35 Org Rp 2,840,000,000 Kota Gorontalo : 35 Org 3,266,000,000
Layanan Khusus Layanan Khusus
Kab. Gorontalo : 35 Org Kab. Gorontalo : 35 Org
Kab. Boalemo : 70 Org Kab. Boalemo : 70 Org
Kab. Pohuwato : 35 Org Kab. Pohuwato : 35 Org
Kab. Bone Botange : 70 Org Kab. Bone Botango : 70 Org
Kab. Gorontalo Utara : 35 Org Kab. Gorontalo Utara : 35 Org
- Penyediaan Kebutuhan Siswa Boarding |y, a1 sicwa SLB Boarding Schook Kota Gorontalo : 35 Org Rp 742,000,000 Kota Gorontalo : 35 Org 853,300,000
School (Makan Minum)
Kab. Garontalo : 65 Org Rp 1,378,000,000 Kab. Gorentalo : 65 Org 1,584,700,000
Kab. Boalemo : 50 Org Rp 1,060,000,000 Kab. Boalemo : 50 Org 1,219,000,000
Kab. Pohuwato : 60 Org Rp 1,272,000,000 Kab. Pohuwato : 60 Org 1,462,800,000
Kab. Bone Bolango : 50 Org Rp 1,060,000,000 Kab. Bone Bolango : 50 Org 1,219,000,000 |-
Kab. Gorontalo Utara : 250rg | Rp $30,000,000 Kab. Gorontalo Utara : 25 Org 609,500,000
Pengembangan Unit Produksi dan Inovasi Setiap §ek0lah mampu mengembangkan Produk Unggulan Prov.Gorontalo 55 Sekotah Rp 2,750,000,000 55 Sekolah 3,162,500,000
SMK Berbasis Potensi Daerah
. . {Tamatan SMK memperoieh Kemampuan Kompetensi - . S .
Pengembangan Sertifikasi Lembaga Profesi di Industri dalam dunia kerja, baik di tingkat Regionat maupun Prov.Gorontalo Agribisnis { 3. Kompetensi Rp 450,000,000 Agribisns ( 3, Kompetensi 517,5C0,000
SMK , Keahlian ) Keahlian )
Internasionat
Agroteknologi { 3 Kompetensi Agroteknologi ( 3 Kompetensi
Prov.Gorontalo Keahlian ) Rp 450,000,000 Keahlian } 517,500,000
Kemaritiman( 3 Xompetenst Kemaritiman{ 3 Kompetensi
Prov.Gorontalo Keahlian ) Rp 450,000,000 Keahiian ) ?1 7,500,000
Pariwisata( 3 Kompetensi Pariwisata( 3 Kompetensi
Prov.Gorontalo Keahlian ) Rp 450,000,000 Keahkian ) 517,500,000
k
Prov.Gorontalo Teknology dan Rekayasa (3| g, 750,000,000 Teknology dan Rekayasa { 5 862,500,000

Kompetensi Keahlian }
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Industri Kreativ( 3 Kompetensi Industri Kreativ{ 3 Kompetensi
Prov.Gorontzalo Keahlian ) Rp 450,000,000 Keahlian ) 517,500,000
; Tenaga Lab. SMK mempunyai kemampuan mengelola dan N P . L
Pelatinan dan Pengelolaan LAB SMK memelihara alat LAB. SMK Prov.Gorontalo Prog. Keahlian Agribisnis Rp 200,000,000 Prog. Keahtian Agribisnis 230,000,000
Prov.Gorontalo Program Keahlian Agroteknologi | Rp 200,000,000 Program Keahh‘an 230,000,000
Agroteknologi
. . Program Keahlian
t 1 P R
Prov.Gorontale rogram Keahlian Kemaritimen D 200,000,000 Kemaritiman 230,000,000
Prav.Gorontalo Program Keahlian Pariwisata Rp 200,000,000 Program Keahlian Pariwisata 230,000,000
Program KeahlianTeknology dan Program KeahlianTeknology
X | R
Prov.Gorontalo Rekayasa p 206,000,000 dan Rekayasa 230,000,000
Prov.Gorontala Program Keahiian Industri Kreativ| Rp 200,000,000 Program 'ffrZZ't';“ Industri 230,000,000
Uji Kompetensi Keahlian SMK Tersedianya tenaga siap pakai tamatan SMK. Prov.Gorontalo 6400 Orang Rp 120,000,000 6400 Orang 138,000,000
Terpilitmya siswa SMK yang mewakili Provinsi Gerontalo
Lomba Cerdas Cermat SMK pada LCC tentang Perubahan UUD 1945 dan Tap MPR RI Prov.Gorontalo 180 Orang Rp 200,000,000 180 Orang 230,000,000
serta Ketatanegaraan RI
Terpilihnya Calon Peserta Debat Bahasa Inggris,Bah
Lomba Debat Bahasa SMK Indonesia, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin SMK ke Prav.Gorontalo 432 Orang Rp 283,734,000 432 Orang 326,294,100
tingkat nasional.
. Terpitihnya calon peserta Lomba Karya Cipta SMK ke Tkt
Lomba Karya Cipta SMK Nasional mewakili Provinsi Gorontalo Prov.Gorontalo 324 Orang Rp 250,000,000 324 Orang 287,500,000
Terpilih siswa SMX wakil Provinsi Gorontalo ke Tkt Nas
Lomba Kompetensi Siswa SMK untuk 20 bidang lomba dan Siswa Tamatan SMK yang siap Prov.Gorontalo 162 Orang Rp 490,354,000 162 Orang 563,907,100
pakai
Terpilihnya Calon peserta Kemah Karakter SMK ke Tkt Nas
Kemah Karakier SMK yang mewakili Provins) Gorontalo Prov.Gorontalo 324 Orang Rp 486,472,000 324 Orang 559,442,800
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (025N) Terpihhnya calor? peserFa olimpiade Olahraga SMK ke Tkt. Prov.Gorontalo 335 Orang Rp £19,053,000 335 Orang 711,910,950
SMK nasional mewakili Pravinsi Gosontalo
Festival Lomba Seni Siswa Nasional {FLS2N) Terpilih .calon 'pa.erta Festival Seni SMKke Tkt Nasional Prov.Gorontalo 300 Orang Rp 549,147,000 300 Orang 631,519,050
SMK mewakili Provinsi Gorontalo
Parate Cinta Tanah Air SMK L’f"""“""a Siswa SMA yang mengikisti Parade Cinta Tanah Prov.Gorontalo 120 Orang Rp 77,222,500 120 Orang 88,805,875
Education Expo 2018 Terlaksananya Education Expo 2018 di Gorontalo Prov.Gorontalo 1 kegiatan Rp 800,000,000 1 kegiatan 520,000,000
Program Pengembangan SDM
6 Pendidikan dan Kebudayaan dan Meningkatnya kompetensi Pengawasan Pendidikan Rp 41,609,985,000 47,851,482,750
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Pendidikan dan Latihan Vokasi Jumiah Diklat Vokasi yang dilaksanakan Kab/Kota 1600 Orang 1600 Crang
- Diklat Kewirausahaan - Kota Gorontalo 100 Siswa Rp 200,000,000 100 Siswa 230,000,000
- Kah. Gorontalo 100 Siswa 100 Siswa
- Kab. Boalemo 50 Siswa 50 Siswa
- Kab. Pohuwato 50 Siswa 50 Siswa
- Kab. Bone Bolango 50 Siswa 50 Siswa
- Kab. Gorontalo Utara 50 Siswa 50 Siswa
- Diklat Kecakapan Kerja - Kata Gorontaio 100 Siswa Rp 200,000,000 100 Siswa 230,000,000
- Kab. Gorontalo 100 Siswa 100 Siswa
- Kab. Boalemo 50 Siswa 50 Siswa
- Kab. Pohuwato 50 Siswa 50 Siswa
- Kab. Bone Bolango 50 Siswa 50 Siswa
- Kab. Gorontalo Utara 50 Siswa S0 Siswa
- Diklat Kewirausahaan Lulusan SMA/SMK - Kota Gorontalo 100 Siswa Rp 200,000,000 100 Siswa 230,000,000
- Kab. Gorontalo 100 Siswa 100 Siswa
- Kab. Boalemo 50 Siswa 50 Siswa
- Kab. Pohuwato 50 Siswa 50 Siswa
- Kab. Bone Bolango 50 Siswa 50 Siswa




- Kab. Gorontalo Utara 50 Siswa 50 Siswa
- Diklat Kecakapan Kerja Lulusan SMA/SMK - Kota Gorontalo 100 Siswa Rp 200,000,000 100 Siswa 230,000,000
- Kab. Gorontalo 100 Siswa 100 Siswa
- Kab. Boalemo 50 Siswa 50 Sis;rua
-'Kab. Pohuwato 50 Siswa 50 Siswa
- Kab. Bone Bolango 50 Siswa 50 Siswa
- Kab. Gorontalo Utara 50 Siswa 50 Siswa
Gerakan Rakyat Hulondhalo Mosikofa (GRHM) |Meningkatannya APK, APM dan Partisipasi Sekolah KAB./KOTA Me"";g':;gi‘g;f;:;( ;:: dan 500,000,000 |APBD r::g;g‘;;t”g’eakg?f; APM dan 575,000,000
Peningkatan Kualitas Kepengawasan :;:‘;i‘::ﬁzg ':J‘;ifs Lo dalam supervisi Dikbudpora 57 Orang Rp 1,500,000,000 |APBD 57 Orang ' 1,725,000,000
Peningkatan Kompetens: Pengawas Peningkatan kompotensi dan kinerja Pengawas pendidikan Dikbudpora 57 Orang Rp 600,000,000 [APBD 57 Orang 650.000,000
Analisis Kebutuhan PTK DIKMEN dan DIKSUS |Terpetakan Guru Mata Pelajaran Kab/Kota 4220 Org Rp 175,000,000 |APBD 4320 Org | 201,250,000
Penerapan kurikulum 2013 Adanya kurikulum yang sesual dengan potensi daerah Kab/Kota 600 orang Rp 850,000,000 |APBD 600 orang 977,500,000
ii::‘;:i‘:;eﬁzf;]:ahrfei;i”i”;fs"did”‘ 98N lMeningkatnya kesejahteraan PTK Non PNS Kab/Kota 1341 Org PTK Rp 34,859,16C,000 [APBD 1341 Org PTK 40,088,034,000
parlindungan dan Penghargaan PTK ASN APBD
e oot e |Tepto v o e ieanion | N
Olimpiade Guru Nasional Kab/Kota 120 Org Rp 250,000,000 120 Crg 287,500,000
Penyediaan Ujian Sekolah/Madrasah Terlaksananya Ujian Sekolah/Madrasah Sederajat ;<ab./Kota 930 sekolah Rp 625,825,000 |APBD 930 sekolah 719,698,750
Tata Kelola/Manajemen BOS Tersalurmnya dana BOS ke Kab./Kota Dikbudpora 1580 Sekolah Rp 250,000,000 [APBD 1580 Sekotah 287,500,000




Program Peningkatan Kompetensi dan

Kualifikasi PTK Rp 6§6,532,400,000 76,512,260,000
Peningkatan Kesejahteraan PTK {tunjangan
khusus/insentif) {PNS/Non PNS) Jurntah PTK yang memperoleh tunjangan khusus/insentif Provinst 3003 PTK 3003 PTK
- Guru PNS Non sertifikasi I 850 orang Rp 22,950,000,000 850 orang 26,392,500,000
- Kepala Tata Usaha 123 orang Rp 738,000,000 123 orang 848,700,000
- Pengawas sekolah 59 orang Rp 212,400,000 59 crang 244,260,000 l
- PTK Non PNS 1971 orang Rp 35,478,000,000 1971 orang 40,799,700,000
ieeg::;igai;a;a_;( Kompetensi, Kualifikasi dan lJ:«Jrar::?I:aPS"ri; gf:igar:ﬁ;peroleh peningkatan kompetensi, Pravinsi 1770 Orang 510 PTK
- \;01'2:‘2‘54‘:(3“*"9"3‘3“ kompetensi Guru - Jurntah guru yang mengikuti dikiat kompetensi Guru SMK Provinsi 550 Rp 1,180,000,000 550 1,265,000,000
- Bimtek peningkatan kompetensi Guru SMA | - Jumlah guru yang mengikuti diklat kempetensi Guru SMA Provinsi 150 orang Rp 300,000,000 150 orang 345,000,000
- Bimtek peningkatan kompetensi Guru SL8 | - Jumlah guru yang mengikuti diklat kompetensi Guru SLB Provinsi Rp 194,000,000 97 orang 223,100,000
- Kualifikasi dan keahlian
- Beasiswa Kerjasama UT 51 450 orang Rp 1,800,000,000 450 orang 2,070,000,000
- Beasiswa kualifikast 52 50 orang Rp 500,000,000 50 orang 575,000,000
- Beasiswa kualifikasi S3 10 orang Rp 200,000,000 10 orang 230,000,000
- Diklat Calon Kepala Sekolah Jurnlah guru yang mengikuti dikiat calon kepala sekolah
- Guru SMA 20 orang Rp 600,000,000 20 crang 690,000,000
- Guru SMK 20 orang Rp 600,000,000 20 orang 690,000,000
- Guru SI.B 10 orang Rp 300,000,000 10 orang 345,000,000
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Beasiswa UT Kab/Kota 500 org Rp 1,560,000,000 600 org 1,794,000,000

. Meningkatnya jumlah siswa/pemuda yang
Program Pengembangan Nilai Budaya memahami Adat Istiadat Gorontalo Rp 750,000,000 862,500,000
g‘;‘eegf‘“a“ dan Aktualisasi Adat Budaya 1y ion SiswayPemuda yang terlatin KAB/KOTA 750 Org Rp 750,000,000 750 Org 862,500,000

- Pagelaran Budaya Sastra Lisan

Kota Gtlo : 50 Org

Kab. Gtlo : 75 Org

Kab. Pohuwato : 42 Org

Kab. Boalemo : 25 Org

Kab. BonBol : 38 Org

Kab. Gorut : 20 Org

- Bimtek Pelaksanaan Adat Matolobalango

Kota Gorontalo : 50 Org

Kab, Gorontalo : 75 COrg

Kab. Pohuwato : 42 Org

Kab. Boalemo : 25 Crg

Kab, BonBol : 38 Org

Kab. Gorut : 20 Org

- Pelatihan Pelaksanaan Adat Mopolinu
Lolimu

Kota Gorontalo : 50 Org

Kab. Gorontalo : 75 Org

Kab. Pohuwato : 42 Org




4

Kab. Boalemo : 25 Org

Kab. BonBol : 38 Org

Kab. Gorut : 20 Org

Program Pemeliharaan Sejarah dan

9 Cagar Budaya Gorontalo Tersedianya pengelola cagar budaya di Gorontalo Rp 2,950,000,000 3,392,500,000
Kota {2), Kab. Goromntalo
Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, ) (3), Kab. Bonbol (2}, Kab. 10 Cagar Budaya (Tidak 10 Cagar Budaya (Tidak
Museum dan Peninggalan Bawah Air Jumiah Cagar Budaya yang terpelihara Gorut (1), Kab. Pohuwato Bergerak) Rp 300,000,600 Bergerak) 345,000,000
(1), dan Kab. Boalemo (1)
Pengembangan & Pengelolaan kesenian dan |3, 1o o gelaran/ penampilan seni dan budaya Luar Daerah 5 Kali P 1,000,000,000 ;
kebudayaan daerah p _ P /000,000, 5 Kalf 1,150,000,000
Dalam Daerah 60 Kali Rp 300,000,000 60 Kali 345,000,000
Pembangunany/perintisan taman budaya Terbangunnya rintisan taman budaya Prov. Gorontalo 1 Paket Rp 1,350,000,000 1 Paket 1,552,500,000
Program Promosi Keragaman Budaya |Tersosialisasinya seni dan tari budaya daerah X
10 Gorontalo Gorontalo "’ Rp 8,500,000,000 |APBD 8,625,000,000
Pengerpangan Kesenian dan Kebudayaan ) . . .
Daerah Gorontala Lestarinya seni dan tari budaya daerah Gorontalo Dikbudpora 15 Keg Rp 7,500,000,000 {APBD 15 Keg 8,625,000,000
Pengembangan Rintisan Taman Budaya Tersedianya seniman dan budayawan yang melestarikan .
Daerah budaya daerah Dikbudpora % Paket Rp 1,000,000,000 |APBD
Program Pembinaan dan Meningkatnya jumlah atlit berprestasi cabang
11 Pemasyarakatan Olah Raga olahraga binaan PPLP ) Rp 3,658,033,000 4,206,737,950
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga [Jumlah Atlet berprestasi Provinsi Gorontalo 56 Atlet Rp 3,113,033,000 56 Atfet 3,579,987,950

- 8 Org Atlet Pencak Silat

- 8 Org Atlet Pencak Silat




- 15 Org Atlet Sepak Takraw

- 15 Org Atlet Sepak Takraw

- 15 Org Atlet Karate

- 15 Org Atlet Karate

- 10 Org Atlet Tenis Meja

- 10 Org Atlet Tenis Meja

- 8 Org Atlet Taekwondo - 8 Org Atlet Taekwondo
g‘gg‘i‘;‘;g?a'aa" pelestarian Olahraga Jumniah ofahraga Tradisional yang dilestarikan Prov. Gorontalo 372 0rg Rp 545,000,000 372 0rq 626,750,000
Kab.Gtlo - 66 org/Perahu Dayung - 66 org/Perahu Dayung
. tradisional tradisional
Kab/Kota - 300 Org SKJ Maobile - 300 Org SKJ Mobile
Prov. Gorontalo - 6 Cabang Olahraga Tradisional - 6 Cabang Olahraga
Tradisional
il Peningkata . o
12 ::gt'::::rrulg:aan dan Pening " Meningkatnya Wawasan kebangsaan bagi pemuda Rp 13,300,000,000 15,255,000,000
Pendidiken dan Pelatihan Dasar Terlaksananys diklat bag pemuda tentang wawasan Kab/Kota Pemuda Kab/Kota 120 Orang | Rp 2,500,000,000 Pemuda Kab/Kota 120 Orang 2,875,000,000
Kepemimpinan kebangsaan L
Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan . ;
Pertukaran Pemuda antar Negara, Jambore i‘;’g'a“ Pemuda yang mengikuti seleksi PPAP, PPAN dan Kab/Kota Pemuda Kab/Kata 80 Orang | Rp 600,000,000 Pemuda Kab/Kota B0 Orang 690,000,000
Pemuda Indonesia, Kapal Pemuda Nusantara
- 40 Qrg PPAP/IP] - 40 Org PPAP/IPI
- 20 Org PPAN - 20 Org PPAN
- 20 Org KPN - 20 Org KPN
Jumiah Kelom, h Py i PP K d.
Pembinaan Organisasi Pemuda r:emperol eh bi?m’:ugia a Pemuda Produktif (KUPP) yang Kab/Kota 36 KUPP dan Temu Karya Rp 1,200,000,000 36 KUPP dan Temu Karya 1,380,000,000

Pemuda Kab/Kota 300 Orang

Pemuda Kab/Kota 300 Orang

Kota Gtlo : 6 Kipk

3 Keterampilan Bidang Pertanian
& 3 Keterampilan Bidang
Peternakan

3 Keterampilan Bidang
Pertanian & 3 Keterampilan

Bidang Peternakan




o7 PrakiFaan MajuRencan

Regional dan Nasiona!

3,987,325,000

‘Kode
~
3 Keterampitan Bidang Pertanian 3 Keterampilan Bidang
Kab.Gtlo : 6 Klpk & 3 Keterampilan Bidang Pertanian & 3 Keterampilan
Peternakan Bidang Peternakan
3 Keterampilan Bidang Pertanian 3 Keterampilan Bidang
Kab. Boalemo : 6 Kipk & 3 Keterampilan Bidang Pertanian & 3 Keterampitan
' Peternakan Bidang Peternakan
3 Keterampilan Bidang Pertanian 3 Keterampilan Bidang
Kab. Pohuwato : 6 Kipk & 3 Keterampilan Bidang Pertanian & 3 Keterampilan
Peternakan Bidang Peternakan
3 Keterampilan Bidang Pertanian 3 Keterampilan Bidang
Kab. Gorut : 6 Kipk & 3 Keterampilan Bidang Pertenian & 3 Keterampilan
Peternakan Bidang Peternakan
Penyediaan Pusat Pengembangan Jumlah Pusat keterampitan pemuda Kab/Kota 6 Paket Rp 9,000,000,000 y 10,350,000,000
Keterampilan Pemuda
Program Penyelenggaraan Kompetisi Meningkatnya Jumlah Pemuda Pelajar yang ]
i3 Olahraga berprestasi datam bidang olahraga Rp 3,987,325,000 4,585,423,750
Penyelenggaraan Kompetisi Otahraga Jumiah cabang olahraga yang dikuti pada event Provinsi, Prov. Gorontalo 29 Cabang Olahraga Rp 29 Cabang Olahraga 4,585,423,750

Poprov. : 13 Cabor

Poprav. : 13 Cabor

Popwil : 8 Cabor

Popwil : 8 Cabar

Peparpeprov : 5 Cabor

Peparpeprov : 5 Cabor

Kejurnas : 2 Cabor

Kejurnas : 2 Cabor

Sepak Bola U14, Ui6

Sepzk Bola Ui4, U6
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Program Pelayanan Administrasi, .
14 Sarana Prasarana dan SDM Aparatur Rp 33,172,500,000 37,103,025,000
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran
Dikbudpora Dikbudpora Prov Gorontalo 12 BULAN Rp 4,200,000,000 12 BULAN 4,830,000,000
- . . P
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrast Perkantoran {(UPTD- PLA 12 BULAN Ro 1,070,510,000 12 BULAN 2,266,086,500
(UPTD-PLA) PLA)
Pelayanan Jasa Administresi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoren (UPTD- 17 PNS, Tenaga kontrak , 17 PNS, Tenaga kontrak
PPLP 4 '
(UPTD-PPLP) PPLE) satpam, dan CS Rp 300,000,000 satpam, dan G 345,000,000
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPTD-
{UPTD-Museum Daerah) Museum Daerah) Museum 12 BULAN Rp 635,800,000 12 BULAN 731,170,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana . "
perkantoran Dikbudpora Persentase ketersediaan sarana prasarana Dikbudpora Prov Gorontalo 12 BULAN Rp 8,000,000,000 12 BULAN 9,200,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor (UPTD-
Perkantoran {(UPTD-PLA} PLA) PLA 5 Paket Rp 1,334,500,000 5 Paket 1,534,675,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pengadaan S%rpﬁa Prasarana Kantor (UPTD-
Perkantoran (UPTD-PPLP) FPLP) PELP 5 Paket Rp 850,000,000 5 Paket 977,500,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tertaksananya Pengadaan Kawasan Taman Sejarah dan
Perkantoran (UPTD-Museum) Budaya (UPTD-Museum Daerah) Museurn 11 Paket Rp 2,665,000,000 11 Paket 3,064,750,000
Peningkatan Kapasitas Sumbgr Daya i
Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Persentase Sumber Daya Aparatur dalam Pengelolaan
 Bimbingan Teknis dan Sosialisast) Prov Administrasi Kepegawaian Prov Gorontalo Prov Gorontalo 193 Org PNS 193 Org PNS )
Gorontata
K - 123 Org dari Satuan
o X 123 Org dari Satuan Pendidikan, o .
- Bimbingan Teknls Perencanaan dan Terlaksananya Bimtek Perencanaan dan Pengelolaan 50 Org Bidang Teknis dan UPTD, | Rp 1,350,000,000 Pend!d|kan, 50 Org Bidang 1.562.500,000
Pengelolaan Keuangan keuangan . Teknis dan UPTD, 20 Org 1224, 20U,
20 Org BP/BPP (3 Keg) !
BP/BPP {3 Keq)
- . Keikutsertaan Aparatur dalam bimtek yang diselenggarakan
- Bimbingan Teknis Aparatur oleh pemerintah provinsi maupun K/L 50 Org Rp 750,000,000 50 Org 862,500,000
zi:?;gtsf‘(zz:ng:::z:::n;‘;ea;ig::a Tercapainya Sumber Daya Aparatur dalam Pengefolaan
1 L . .
' L Ki !
bimbingan tekeis dan Sosialisasi) pada UPTO- Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Keuvangan PLA 7 Orang Rp 366,940,000 7 Orang 421,981,000
BLA (UPTD-PLA)
mgguk:?;ﬁ'mfzgx'::;;ggz 2 Tercapainya Sumber Daya Aparatur dalam Pengelolaan
'y 1 K Y1
bimbingan teknis dan Sosialisasi) pada UPTD- Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Keuangan PPLP 30 Orang Rp 175,000,000 30 Orang 201,250,000
PPLE (UPTD-PPLP)
penlngmka?;:;?;t:sdas:mbﬂgf 3 Tercapainya Sumber Daya Aparatur dalam Pengelolaan
Aparatur ' pelathan, Administrasi Kepegawalan dan Pengelotaan Keuangan Museum 12 Orang Rp 839,750,000 12 Orang 965,712,500
bimbingan teknis dan Sosialisasi) pada UPTD- /12,
Museur Daerat (UPTD-Museum Daerah)




studi

2 3 4

- FGD Uji Publik Diorama 1keg 1Keg

; ;e;ab;:ian Beasiswa bagi lulusan SMA/SMK ;ei;j"(?gadnay:g:ierr;;ag;t:;\d ;:é?;l;iaisikan bagi siswa SMA/SMK Ro 4,305,000,000 4,898,400,000
Jumiah mahasiswa berprestasi/mahasiswa miskin yang
mendapatkan bantuan studi
ﬂa“ mehasiswa berprestasi yang mendapatian bantuan Kotz Gorontalo St Kedokteran : 100rg | Rp 500,000,000 S1 Kedokteran : 18 Org 575,000,000
i‘t‘u"(‘j‘iah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan S1 Pertambangan:20rg | Rp 10,000,000 S1 Pertambangan : 2 Org 1,500,000
itl:l?iah mahasiswa berprestas! yang mendagatkan bant.an S1 Tekhnik Industri : 2 Org Rp 10,000,000 S1 Tekhnik Industri : 2 Org 11,500,000
Jumlah mahasiswa miskin/berprestasi S1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000 S1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000
i:u”(‘j'iah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan Kab. Gorontalo S1 Kedokteran : 100rg | Rp 500,000,000 51 Kedokteran : 10 Org 575,000,000
Js‘t‘u";'f“ mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan S1 Pertambangan:20rg | Rp 10,000,000 S1 Pertambangan : 2 Org 11,500,000 |
?tﬂiah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan S1 Tekinik Industri : 20rg | Rp 10,000,000 S1 Tekhnik Ingustr : 2 Org 11,500,000
Jumlah mahasiswa miskin/berprestasi S1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000 S1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000
i‘:;';'iah mahasiswa berprestasi yang mendapatkar: bantuan Kab. Boalemo 31 Kedokteran © 10 Org Rp 500,000,000 S1 Kedokteran : 10 Org 575,000,000
;‘t’:c‘l‘iah manasiswa berprestast yang mendapatkan bantuan 51 Pertambangan : 20rg | Rp 10,000,000 51 Pertambangan : 2 Org 11,500,000
it"l:‘(‘j'ia“ mahasiswa herprestasi yang mendapatian bantuan St Tekhnik Industri : 20rg | Rp 10,000,000 S1 Tekhnik Industri : 2 Org 11,500,000
Jumlah mahasiswa miskin/berprestasi S1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000 S1 Lainnya : 79 Org Rp ‘197,500,000
Jumiah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan Kab. Pohuwato S1 Kedokteran : 10 Org Rp 500,000,000 51 Kedokteran : 10 Org 575,000,000




.;::r;liah mahasiswa berprestesi yang mendapatkan bantuan $1 Pertambangan : 2 Org Rp 10,000,000 S1 Pertambangan : 2 Org 11,500,000
Js:'u’giah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan S1 Tekhnik Industri: 20rg | Rp 10,000,000 S1 Tekhnik Industri : 2 Org 11,500,000
Jumiah mahasiswa miskin/berprestasi S1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000 S1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000
i‘é"';'iah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan | 1 gone Bolango 1 Kedokteran : 100rg | Rp 500,000,000 51 Kedokteran : 10 Org 575,000,000
;‘::;'ia“ mihasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan $1 Pertombangan: 20ra | Rp 10,000,000 S1 Pertambangan : 2 Org 11,500,000
Jumiah mafiasisw® berprestasi yang mendapatian bantuan 51 Tekhnik Industri : 20rg | Rp 10,000,000 S1 Tekhnik Industri : 2 Org 11,500,000
Jumiah mahasiswa miskin/berprestasi S1 Lainmya : 79 Org Rp 197,500,000 S1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000
é‘t‘t:“d‘ia“ miahasiswa berprestasi yang mendapatian bantuan Kab. Gorut St Kedokteran : 100rg | Rp 500,000,000 51 Kedokteran : 10 Org 575,000,000
;Jl:zliah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan S1 Pertambangan : 2 Org 10,000,000 S1 Pertambangan : 2 Org 11,500,000
i;’urg'iah mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan 31 Tekhnik Industri : 2 Org 10,000,000 S1 Tekhnik Industi : 2 Org . 11,500,000
Jumfah mahasiswa miskin/b.erprestasi S1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000 $1 Lainnya : 79 Org Rp 197,500,000
ag:ﬂgzgi; Beasiswa Lanjutan (STKS, ATMI Jumlah mahasiswa penerima beasiswa lanjutan Prov. Gorontalo Unggut = 26 orang Rp 390,000,000 Unggul = 10 orang 150,000,000
STKS = 37 orang Rp 463,000,000 STKS = 29 orang 291,000,000
ATMI = 3 orang Rp 272,000,000 ATMI = 3 orang 37,500,000
Pemberian Bantuan Studi S2 dan S3 Kab/Kota $2: 16 Org Rp 48,000,000 52:18 Org Rp 54,000,600 i
53:7 0rg Rp 70,000,000 s38 Org Rp " 80,000,000
15 :?ﬂ:i‘::n';e’;:a‘;:a: p ’:°:;‘:’)‘:f;'n Rp 11,400,000,000 13,110,000,000
Es;‘fsacsi”aa”f Koordinasi, Monitoring dan | o jionva Dokumen Perencanaan dan Evaluasi program DIKBUDPORA 9 Dokumen Rp 9,000,000,000 |APBD & Dokumen 16,350,000,000
ieezzzaguasr?haan dan Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah DIKBUDPORA 12 Bln Rp 2,400,000,000 [APBD 12 Bin 2,760,000,000
TOTAL DIKPORA Rp 297,583,764,500 340,584,965,425
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Program Peningkatan Manajemen Administrasi, Sarana Persentase tersedianya layanan dan manajemen Provinsi
1 dan Prasarana serta Sumber Daya Aparatur administrasi perkantoran Gorontato 100% 11,734,014,963 | APBD 100% 12,430,005,059
- . " Persentase teersedianya laayanan dan manajemen Provinsi .
1 jPelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dikes Adminstrasi perkantoran Dikes Gorontalo 100% 1,497,731,510 100% 1,647,504,661
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Persentase teersedianya laayanan dan manajemen Provinsi o
2 Bapelkesman Adminstrasi perkantoran UPTD Bapelkesman Gorontalo 100% 393,380,000 100% 421,729,000
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD Persentase leersedianya laayanan dan manajemen Provinsi o
3 Labkesda Adminstrasi perkantoran UPTD Labkesda Gorontalo 100% 243,000,000 100% 267,500,000
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran RSUD Ainun  [Persentase teersedianya laayanan dan manajemen Provinsi o
4 Habibie Adminstrasi perkantoran RSUD Ainun Habibie Gorontalo 100% 3,094,184,000 100% 3,165,538,000
. Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasaran Provinsi
5 lPeningkatan Sarana dan Prasarana Dikes Por ocan Dikes s 9 " sarana Go:’o"r‘“am 100% 1,540,094,453 100% 1,694,103,898
. Pengadaan dan Pengembangan Sarana gan Prasarana Provinsi
6 |Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Bapelkesman Perkantoran UPTD Bapelkesman Gorontalo 100% 788,830,000 100% 154,000,000
. Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Provinsi
7 [Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda Perkantoran UPTD Labkesda Gorontalo 100% 1,970,000,000 100% 1,885,000,000
. . .. |Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Provinsi
8 {Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ainun Habibie |0 voran RSUD Ainun Habibie Gorontalo 100% 431,500,000 100% 1,266,300,000
. . . . Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompotensinya Provinsi
9 |Peningkatan Kapasitas SOM Aparatur Dikes melalui Diklat/Bimtek Dikes Gorontalo 15 orang 276,195,000 15 orang 303,814,500
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompotensinya Provinsi
10 | 5apelkesman melalui Diklat/Bimtek UPTD Bapelkesman Gorontalo 70rg 230.650.000 70rg 243,715,000
X . Jumntah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompotensinya Provinsi
11 |Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur UPTD Labkesda | . Diklat/Bimlek UPTD Labkesda Gorontalo 5 orang 240,000,000 5 orang 250,000,000
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur RSUD Ainun Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitas/Kompotensinya Provinsi
12 |1 abibie melalui Diklay/Bimtek RSUD Ainun Habibie Gorontalo 25 Orag 1,026,450,000 26 orang 1,030,800,000
2 Program Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Kualitas Perencanan dan Pelaporan 1,372,136,000 | APBD 1,545,000,000
1 |Rapat Kerja Kesehatan Daerah Tahun 2018 #‘;‘g‘ dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan Provinsi 1 Dok 385,635,000 1 Dok 450,000,000
2 |Penyusunan Laporan Keuangan dan TLHP Jumiah dokumen laparan keuangan dan TLHP Provinsi 2 Dok 200,000,000 2 Dok 220,000,000




3 |Rapat Koordinasi Kepegawaian Terlaksananya koordinasi Kepegawaian Provinsi 1 Kali 215,611,000 1 Kali 250,000.000
4 |Perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi E:;ﬁr;t:;iepﬁt:;z:temma yang melaporkan data KabfKota 6 Kab/Kota 350,000,000 6 Kab/Kota 375,000,000
. . . - Persentase kab/kota yang mempunyai jaringan kemunikasi
5 :::;:%'::;an pengelolaan data dan sistem informasi data yang diperuntukkan untuk pelaksanaan Sistem Kab/Kota 7 Dok Profil 220,880,000 7 Dok Profil - 250,000,000
Informasi Puskesmas
Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Z":::g“a""a Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi lbu 4,300,000,000| APBD K4 : 75% 4,700,500,000
Penggatangan program Lintas sektor dan Lintas Program |Meningkatnya peran lintas sektor dalam akselerasi o
1 datam mendukung akselerasi penurunan AKI penurunan AKI,AKB 6 Kab/kota 75% 1,400,000,000 75% 1,540,000,000
Peningkatan dan Pembinaan penanganan persalinan & ’ " . o
2 kegawat daruratan Jbu & Bayi di Fasyankes Prosentase Persalinan di Fasyankes Provinsi 82% 575,000,000 82% 632,000,000
3 |Peninghatan dan Pembinaan Pelaksanaan kelas U |oecontace Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil | Provinsi 87% 175,000,000 87% 162,500,000
4 |Penguatan peran lintas sektor dalam program P4K Prosentase puskesmas yang melakukan P4K 6 Kab/kota 895% 150,000,000 5% 165,000,000
6 |Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Gizi Masyarakat |Menurunnya Persentase ibu haril Kurang Energi Kronik 6 Kab/kota 3% 300,000,000 3% 300,000,000
Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada anak balita
6 [Surveilans Gizi (17%) dan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 6 Kab/kota 17% dan 28% 900,000,000 17% dan 28% 990,000,000
anak baduta (28%)
Peningkatan dan Pembinaan pelayanan kesehatan bayt - . o
7 lsesuai standar menggunakan MTBS Presentase Kunjungan Bayi 6 Kab/kota 96% 200,000,000 96% 220,000,000
8 |Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah Prosentase Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 6 Kab/kota 82.67% 450,000,000 82.67% 496,000,000
Peningkatan kapasitas peftugas tentang Pelayanan Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan . o .
9 Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) kesehatan remaja Provinsi 40% 150.000,000 40% 166,000,000
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan dan
masyarakat pemberdayaan masyarakat 1,066,566,000 | APBD 1,466,566,000
Pertemuan Koordinasi Dengan Kab/Kota Terkait —— Provinsi Dan o
1 Kebijakan PHBS Di Kab/Kota Yang Mendukung PHBS Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS Kab/Kola 60% 616,566,000 65% 816,566,000
o .
2 [Pemantapan Advokasi Dana Desa Untuk UKEM Fersentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk| - Provins: Oan 25% 250,000,000 27% 350,000,000
IAdvokasi ke Dunia Usaha terkait Pemanfaatan Dana CSR jJumiah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk
3 untuk Kesehatan- program kesehatan ‘ Provinsi 1% 200,000,000 12% 300,000,000
Program Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kulaitas
Olahraga Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 1,625.000,000 | APBD 1,815,000,000
Advokasi, Sosialisasi, Implementasi dan Monev Program|Jumiah Kabupaten Kota yang 40% desa/kelurahannya
! [sTBMm melaksanakan STBM Kab/Kota 5 320,000,000 5 360,000,000
2 |Pengawasan Sarana Air Minum (Inspeksi Sanitasi) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan Kab/Kota/PKM 69% 385,000,000 70 325,000,000
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3 € Kab/Kota/PKM 85,000,000
Memenuhi Syarat Keshatan Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat 835 0.0
] T g kesehatan ! ’
4 Ei‘rr;::naan Mutu Sanitasi Lingkungan Tempat-Tempat Kab/Kota/PKM 340,000,000
Peningkatan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah Medis ]Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis —
5 Tingkat Provinsi Gorontalo sesuai standar Kab/Kota/PKM 2 150,000,000 3% 170,000,000
Peningkatan Pembinaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang
6 Makanan dan Penjamah Makanan memenuhi syarat kesehatan Kab/Kota/PKM 12.80% 170,000,000 17.20% 180,000,000 )
. . . Persentase Kab/Kota yang 80% Puskesmasnya
7 |Peningkatan Pembinaan Kesehatan Kerja Dan Olah Raga menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar Kab/Kota/PKM 6 125,000,000 6 145,000,000
8 |Peningkatan dan Pembinaan Pembentukan Pos UKK ;‘;Z"S;fab“p?‘e"”“"a yang puskesmasnya melaksanakan | .y qta/PKM 6 120,000,000 6 140,000,000
6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular m:::]r:g:(amya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 699,000,000 | APBD 732,000,000
Peningkatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit jPersentase an ka keberhasilan pengobatan TB paru BTA
1 [rg oan® 9 penangguiang ¥ Dosit (S e R ate) peng P Kab/Kota/PKM 93%- 125,000,000 93% 155,000,000
. Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya
2 |Peningkatan ;i’;‘g&‘iﬁ;‘a tata laksana pencegahan melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumania Kab/Kota/PKM 50% 180,000,000 60% 190,000,000
peny paip melalui program MTBS ’
3 |Sero Survey Persentase angka kasus HIV yang diobati Kab/Kota/PKM 52% 50,000,000 55% 30,000,060
Peningkatan dan Pembinaan Tata Laksana Penyakit Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan :
* |Hepatits deteksi dini hepalitis B pada kelompok berisiko Kab/Kota/PKM 50% 67,000,000 80% 80,000,000
5 :::‘:{9\‘}‘;‘3""3" Pembinaan tata laksana Penyakitkusta |oo 020 cakupan penemuan kasus kusta tanpa.cacat  [Kab/Kota/PKM 91% 67,000,000 | 95% 67,000,000 |
6 |Peningkatan dan Pembinaan Tata Laksana Penyakit DBD Ezmmfe KabfKota yang IR OBD < 49 per 100.000 KabfKota/PKM 66% 100,000,000 68% 110,000,000
7 :‘z"‘;’:igka*a“ dan Pembinaan Tﬁ‘f’“ Laksana Penyakit Persentasi Kab/Kota yang efiminasi malaria Kab/Kota/PKM 50% 100,000,000 60% 106,000,000
Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat .
7 Program Surveilans dan Imunisasi dicegah dengan imunisasi dan Peningkatan surveilans 800,000,000 | APED Imunisasi 1,100,000,000
Penyakit Dasar : 93%
1 |Kampanye Measles Rubella ::;f’l‘;’;i::ak usia (0-11 bulan) yang mendapal imunisas}| Frovins! 92.50% 250,000,000 92.50% 200,000,000
- Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen Dinkes Kab/Kota
2 |Peningkatan Imunisasi dasar dan Lanjutan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan Puskesmas 90% 100.000.000 90% 200,000,000
i . . Dinkes Kab/Kota,
3 survellans PD3! i?:amr:gt;rl:iasus penyakit yang dicegah dengan imunisasi yang g:skesmas dan 10 Kasus 100,000,000 15 Kasus 150,000,000
sa
4 |sistem Kewaspadaan Dini KLB Jumlah Kasus KLB yang direspon Dinkes Kab/Kota | - 55 agys 100,000,000 30 Kasus 150,000,000
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5 |Penyelidikan Epidemiologi KLB/Wabah Penyakit 24 iam Lokasi KLB serta 20 Kejadian 100,000,000 25 Kejadian 150,000,000
1 ! Lab. Rujukan
WHO
Jumlah jerﬁaah haiji yang mendapat pemeriksaan Provinsi, Dinkes 950 Jemah 950 Jemah
6 |Surveillans Haji (Siskohatkes Kab/Kota dan . 150,000,000 A 250,000,000
ji ( ) kesehatan Puskesmas (sesuai kuota) {sesuai kuota)
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
8 Menular & Jiwa Tidak Menular & Kesehatan Jiwa 1,200,000,000 | APBD . 1,450,000,000
Deteksi Dini kanker serviks dan payudara untuk skrining  [Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini | Provinsi dan o
1 IVA . kanker serviks dan payudara Kab/Kota 30% 300,000,000 40% 350,000,000
. . . Persentase Kabupaten Kota yang 80% Puskesmasnya Provinsi dan o '
2 |Peningkatan dan Pembinaan Posbindu PTM melaksanakan pengendalian PTM terpadu Kab/Kota 48% 300,000,000 50% 350,000,000
. Persentase kabupaten/kota yang metaksanakan kebijakan Provinsi dan
3 {Sosialisasi Bahaya Rokok Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekotah Kab/Kota 40% 150,000,000 50% 200,000,000
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Provinsi dan
4 |Sosialisasi Bahaya Narkoba Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu Narkotika Kab/Kota 45% 150,000,000 50% 200,000,000
. yang akdif . ) X
. Lo Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Puskesmas yang Provinsi dan i
5 |Pelayanan Kesehatan pada penderita gangguan jiwa menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa _ Kab/Kota 80 3q0.900.000 a0 350,000,000
-9. Program Peningkatan Mutu Fasyankes Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasyankes 3,736,100,000 | APBD 4,266,500,000
- '] " -' 3 -
1 {Pemngkatan dan pembinaan Pefaksanaan Akredilasi | ,m1an puskesmas yang siap di akreditasi SKab/Kota | 24 puskesmas 630,000,000 35 puskesmas| 719,000,000
Peningkatan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan di Jumtah Puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan
2 Faskes Primer kesehatan sesuai standar , _ ) 6 Kab/Kota 24 puskesmas 125,000,000 35 puskesmas| 87,000,000
Peningkatan dan pembinaan Pelaksanaan Manajemen Jumlah Puskesmasnya telah melaksanakan manajemen !
3 Puskesmas Puskesmas 6 Kab/Kota 24 puskesmas 355,000,000 35 puskesmas! 461,500,000
bl . Jumlah Kabupaten. Kota yang memifiki SK.Penetapanan
4 |sosialisasi dan advokasi Permenkes 90/2015 daerah Terpencil (T/ST) 6 Kab/Kota 5 Kab 70,000,000 5 Kab 70,000,000
E 5 Kab, 40 Pkm 5 Kab, 40
. Meningkatnya pelayanan kesehatan bergerak di daerah & 4 Puskesmas Pkm & 4
5 |pelayanan kesehatan bergerak di daerah TiST Terpendil 5 Kab terpencil & 350,000,000 Puskesmas 455,000,000
) ) _ Sangat terpencil terpencil &
Peningkatan dan pembinaan Pelaksanaan Unit Trasgfust |Jumlah Puskesmas yang siap bekerjasama dengan Ut &
6 Darah - RS dalam penyediaan Darah bagi lbu Melahirkan 6 Kab/Kota 24 puskesn-fnas 180.900.000 35 puskesmas| 240,000,000
7 |Peningkatan dan pembinaan Pelaksanaan PIS -PK Jumlah Puskesmas yang siap pendataan Keluarga Sehat 6 Kab/Kota 12 Puskesmas 240,000,000 24 puékesmas 334,000,000
i RS Ainun, RS ]
. . . " Jumiah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang ’
8 |Peningkatan dan Pembinaan Mutu dan Akreditasi di FKTL tersertifikasi akreditasi nasional f)li'asda?: 3RS 834,290,000 3RS 850,000,000
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Sarana & Prasarana |Jumlah Rumah Sakit Kabupaten Kota Yang 80 % Sarana RS Ainun, RS
9 ' ; ZUS, RS 3RS 531,810,000 3RS 550,000,000

Pelayanan Kesehatan di FKTL

dan Prasarananya telah memenuhi standar

Otanaha
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